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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji tentang
pola pengambilan keputusan, faktor pendukung, dan penghambat dalam
penentuan kebijakan mutu sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf TU, komite sekolah, dan orang
tua siswa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi
tehnik. Data dianalisis secara kualitatif dengan tahap reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada dua pola pengambilan
keputusan dalam penentuan kebijakan mutu yakni top down dan bottom up
yang bersifat akademik dan non akademik. Program top down akademik
meliputi diklat, penerimaaan siswa baru, lomba akademik, dan IT dan top down
non akademik meliputi pramuka dan sekolah berbasis budaya. Program
pengambilan keputusan bottom up akademik meliputi tambahan jam belajar
dan studi banding, sedangkan bottom up non akademik meliputi program apel
pagi, tata tertib sekolah, kegiatan khusus sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler.
(2) Faktor pendukung dalam menentukan kebijakan mutu yaitu adanya
komitmen, motivasi, dukungan, komunikasi, kerja sama dari warga sekolah,
alokasi dana, fasilitas IT dan partisipasi warga sekolah. (3) Faktor yang
menghambat meliputi: kurangnya kekompakan guru setelah kebijakan
regrouping sekolah, regulasi guru, kurangnya fasilitas, kurangnya pengetahuan
IT bagi guru, keterbatasan anggaran dari pemerintah, kurangnya kerjasama
antar tenaga administrasi sekolah.
Kata kunci : pengambilan keputusan, kebijakan mutu
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Masyarakat
yang berpendidikan akan mempermudah kemajuan yang dialami oleh suatu
bangsa baik itu dalam aspek politik, sosial, maupun ekonomi. Namun, dalam
menerapkan sistem pendidikan selalu mengalami berbagai permasalahan.
Seperti yang di alami oleh bangsa Indonesia, permasalahan yang masih ada
dalam sistem pendidikan yaitu permasalahan mengenai masalah internal
pendidikan, antara lain yaitu rendahnya mutu akademik terutama penguasaan
ilmu pengetahuan alam (IPA) dan matematika, serta kecenderungan
menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab
dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan
remaja. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi sangat penting menjadi
landasan akhlak dan moral serta budi pekerti yang luhur perlu diberikan kepada
peserta didik sejak dini. Dengan demikian, hal itu akan menjadi landasan yang
kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat.
Berdasarkan permasalahan di atas, permasalahan mengenai mutu
pendidikan yang rendah masih menjadi sorotan utama. Permasalahan mutu
yang dihadapi dunia pendidikan antara lain seperti mutu lulusan, mutu
pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan
kinerja guru. Mutu-mutu tersebut berkaitan pula dengan mutu manajerial
pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas
pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah,
2lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan
pendidikan. (Nana Syaodih S, dkk, 2006: 8)
Pendidikan yang bermutu pada dasarnya menghasilkan sumber daya
manusia yang bermutu pula. Sumber daya manusia yang dipupuk sesuai
dengan perkembangan potensi peserta didik semenjak pendidikan dasar,
menengah maupun tinggi. Mutu pendidikan yang rendah menjadi kendala
dalam menjadikan sumber daya manusia yang bermutu dan nampaknya belum
sepenuhnya disadari oleh berbagai pihak. Dengan demikian perlu adanya
indikator sekolah bermutu sehingga masyarakat mengetahui standar yang harus
dicapai dalam praktek pendidikan, dan menyadarkan lembaga-lembaga
pendidikan yang belum memenuhi standar untuk lebih berupaya dalam
peningkatan mutu pendidikan.
Mutu pendidikan ditentukan oleh berbagai unsur, yaitu sekolah,
masyarakat, dan keterlibatan keluarga. Semua unsur tersebut berjalan seirama
dan saling mendukung antara unsur satu dengan yang lainnya untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Suryosubroto (2004: 203) terdapat
dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan
selama ini tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini
lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar kepada
asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti
penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana
pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara
otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output
3(keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut
Hanushek dalam Suryosubroto (2004: 205) strategi input-output yang
diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi
sepenuhnya di sekolah, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan
industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-
oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.Akibatnya banyak faktor
yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan
sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).
Pada tingkat sekolah, dalam menjadikan sekolah yang bermutu
diperlukan adanya kebijakan mutu di sekolah. Kebijakan mutu di sekolah
merupakan kebijakan resmi dan tertulis dari suatu sekolah dimana warga
sekolah berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Kebijakan mutu
bukan hal yang mudah untuk disepakati oleh warga sekolah serta
diimplementasikan, karena kebijakan mutu merupakan visi-misi yang
berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan sekolah jangka panjang dalam hal
perbaikan mutu secara terus menerus. Visi sekolah hendaknya dijabarkan
dalam bentuk pernyataan misi atau tugas yaitu apa tindakan yang harus
dilakukan, untuk siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan, serta mengapa
tindakan untuk mewujudkan visi itu harus dilakukan. Pernyataan misi itu ada
pada tingkat program, sehingga pernyataan misi sekolah menunjukkan
keunikan program yang dihasilkan oleh program sekolah tersebut.Selanjutnya
pernyataan misi dijabarkan dalam bentuk pernyataan tujuan yaitu situasi yang
4harus dicapai sebagai indikator keterlaksanaan misi dalam rangka mewujudkan
visi.
Komitmen warga sekolah dalam penentuan kebijakan mutu di sekolah
tidak lepas dari dukungan orangtua siswa dan masyarakat. Dengan melibatkan
berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada
pendidikan maka kebijakan mutu sekolah akan mudah disepakati dan di
implementasikan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian terdepan dari
pada proses pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama di dalam proses
pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara,
masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan,
sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendukung dalam hal
menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.
Birokrasi pusat sekarang sangat mendominasi proses pengambilan atau
pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro
saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro. Sementara sekolah
cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu
sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan sekolah, dan harapan orang
tua. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan
kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang
harus dilaksanakan di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena
pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan
cara berpikir dari yang bersifat rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di
dalam pengambilan keputusan pendidikan kepada suatu kesadaran akan
5kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan
organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasikan secara utuh oleh Dinas
Pendidikan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan sekolah, sehingga apabila
pengambilan keputusan sekolah didukung oleh berbagai unsur, yaitu sekolah,
masyarakat, dan keterlibatan keluarga maka pencapaian tujuan pendidikan di
sekolah akan mudah tercapai.
SD Negeri Suryodiningratan 3 merupakan salah satu sekolah yang
mengalami kemajuan baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
Sebelum ada kebijakan regrouping dari Dinas Pendidikan antara SD Negeri
Suryodiningratan 3 dan SD Negeri Suryodiningratan 4, sekolah ini memiliki
prestasi dalam bidang akademik. Mutu akademik yaitu sekolah ini telah
menghasilkan mutu lulusan yang baik dengan nilai rata-rata UN selalu berada
di 10 besar se-Kota Yogyakarta. Namun, setelah kebijakan regrouping SD
Negeri Suryodiningratan 3 mengalami penurunan prestasi akademik.
Kemudian, pada saat ini sekolah tersebut telah dapat memperbaiki prestasi
akademik, juga telah menerapkan pendidikan berbasis budaya sesuai dengan
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011. Kebijakan mutu sekolah yang baru
tersebut tentu saja tak lepasdari keterlibatan warga sekolah lainnya seperti
komite sekolah dan orangtua siswa. Kebijakan mutu di sekolah terangkum
dalam membentuk program-program sekolah guna mencapai kebijakan yang
telah disepakati.
6Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penelitian ini
akan dilanjutkan guna mengetahui pola pengambilan keputusan tentang
kebijakan mutu sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:
1. Strategi pembangunan pendidikan saat ini lebih bersifat input oriented yang
lebih berstandar kepada input pendidikan, seperti penyediaan buku-buku
(materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan,
pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Pada tingkat sekolah, dalam menjadikan sekolah yang bermutu diperlukan
adanya kebijakan mutu sekolah yang merupakan hal yang tidak mudah
untuk disepakati oleh warga sekolah.
3. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat sulit diterapkan di
sekolah.
4. Pengambilan keputusan di sekolah dalam sistem pendidikan tidak dapat
diapresiasikan secara utuh oleh Dinas Pendidikan.
C. Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan pada identifikasi masalah yang ada dan
keterbatasan peneliti, maka penelitian ini perlu diberikan batasan masalah
sehingga permasalahan penelitian akan menjadi jelas. Adapun pembatasan
masalah yang dilakukan oleh peneliti adalah pengambilan keputusan tentang
kebijakan mutu di sekolah.
7D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pola pengambilan keputusan tentang kebijakan mutu di SD
Negeri Suryodiningratan 3?
2. Apa faktor pendukung kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3?
3. Apa faktor penghambat kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan atas rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk:
1. Mendeskripsikan pola pengambilan keputusan tentang kebijakan mutu di
SD Negeri Suryodiningratan 3.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung tentang kebijakan mutu di SD Negeri
Suryodiningratan3.
3. Mendeskripsikan faktor penghambat tentang kebijakan mutu di SD Negeri
Suryodiningratan 3.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti
dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan mutu di SD Negeri
Suryodiningratan 3. Secara spesifik manfaat penelitian ini adalah:
1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit dan dapat
dijadikan sumber referensi terkait pengambilan keputusan dalam penentuan
kebijakan mutu di sekolah.
82. Bagi kepentingan Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan
masukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan mutu
sekolah di Kota Yogyakarta.
3. Bagi Prodi Kebijakan Pendidikan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
masukan serta referensi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan
kebijakan mutu sekolah.
4. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang bermanfaat kepada pihak sekolah mengenai pengambilan keputusan





Istilah “kebijakan” (Policy) sering diartikan sebagai sebuah keputusan
yang menyatakan kehendak, tujuan, prinsip atau maksud sebagai pedoman
dalam mencapai sasaran dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terkait.
Menurut Tilaar H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 185)
mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat
oleh pemerintah sebagai srategi untuk mewujudkan tujuan pendidikan
dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Kebijakan sebagai suatu
program yang berorientasi pada pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-
tindakan yang terarah berasal dari pemerintahan atau organisasi.
Said Zaenal Abidin (2006: 17) mengemukakan bahwa kebijakan
merupakan keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk
seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang
merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang
mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam
masyarakat.
Dalam konteks lebih umum, Hugh Helo (Arif Rohman, 2009: 108)
menyebutkan bahwa kebijakan merupakan cara bertindak yang disengaja
untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Kebijakan dibuat mengacu
pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau
tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup
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yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak.
Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan
dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah
dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak
dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau
terkait dengan aturan-aturan keputusan (Nurkholis, 2004).
Berdasarkan pengertian kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa
kebijakan merupakan suatu keputusan, baik dalam bentuk ucapan maupun
tulisan yang menjadi patokan dalam pencapaian suatu tujuan serta
menyelesaikan suatu permasalahan. Kebijakan ini dijadikan acuan dalam
pembentukan program-program pada suatu organisasi.
2. Kebijakan Pendidikan
Menurut Arif Rohman (2009: 109) kebijakan pendidikan merupakan
satu keputusan yang menghasilkan pedoman yang bersifat sederhana
maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik teperinci maupun
longgar untuk merumuskan suatu arahan tindakan, program, serta rencana-
rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.
Suatu kebijakan pendidikan yang dirancang dan dirumuskan
selanjutnya dapat diimpelemtasikan. Bentuk-bentuk kebijakan pendidikan
dari pemerintah antara lain; Wajib Belajar 9 tahun, Ujian Nasional,
Akreditasi, Sertifikasi Guru, Standar Mutu Pendidikan PP No. 19 Tahun
2007, Perda No. 5 Tahun 2011, dan PP No. 32 Tahun 2013. Adanya
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kebijakan tersebut maka sekolah dituntut untuk melaksanakan kebijakan
tersebut yang tertuang pada program-program sekolah.
B. Mutu
1. Pengertian Mutu
Mutu memiliki pengertian yang bervariasi, menurut Edward Sallis
(2010: 29-30), mutu merupakan agenda utama dan meningkatkan mutu
merupakan tugas yang paling penting. Mutu merupakan suatu hal yang
membedakan antara baik dan sebaliknya. Pada dunia pendidikan merupakan
suatu hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Sehingga,
mutu jelas sekali merupakan masalah pokok yang akan menjamin
perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah-tengah persaingan
dunia pendidikan yang semakin keras.
Arcaro menambahkan mutu merupakan derajat variasi yang terduga
standar yang digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang
rendah. Menurut Daming dalam Arcaro (2006), mutu berarti pemecahan
untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Dalam dunia pendidikan,
menurut Daming, yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan adalah (1)
anggota dewan sekolah dan administrator harus menetapkan tujuan
pendidikan, (2) menekankan pada upaya kegagalan pada siswa, (3)
menggunakan metode kontrol statistik untuk membantu memperbaiki
outcome siswa dan administrative (Nur Zazin, 2011: 54).
Menurut Sudarwan Danim (2010: 145), dalam konteks pendidikan
pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya.
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Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau
tidaknya SDM, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf, tata usaha, siswa,
dan lain-lain. Kedua memenuhi tidaknya kriteria masukan material berupa
alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah, dan lain-
lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa
perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan lain-lain.
Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi
motivasi, ketekunan, cita-cita dan lain-lain.
2. Mutu Pendidikan
Zamroni (2011: 1) berpendapat bahwa mutu bisa diartikan ke arah
kualitas input. Seperti, kualitas kepala sekolah, guru, kurikulum,
perpustakaan, dan lingkungan baik fisik maupun sosial kultural. Mutu bisa
juga diartikan sebagai proses. Seperti, bagaimana kualitas proses belajar
mengajar, interaksi antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah,
dan interaksi antar komponen sekolah yang lain. Mutu juga dapat diartikan
sebagai kualitas lulusan, seperti nilai ujian nasional (UN), prestasi peserta
didik di berbagai bidang ilmu dan keterampilan, baik buruknya watak
perilaku peserta didik dan sebagainya.
Menanggapi pendapat di atas, makna mutu dan kualitas dalam
kaitannya dengan pendidikan adalah dimana aspek prestasi, perangkat
sekolah dan proses pendidikan menjadi suatu titik berat atau acuan dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu, dalam arti
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
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masyarakat dapat direalisasikan dengan menerapkan program mutu yang
terfokus pada upaya-upaya penyempurnaan mutu seluruh komponen dan
kegiatan pendidikan.
3. Sekolah Bermutu
Syarat sekolah yang bermutu tidak lahir dengan sendirinya. Sekolah
yang bermutu harus dibentuk dan direncanakan dengan baik serta
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Komitmen warga sekolah dan stake
holder, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lahirnya sebuah
sekolah yang berkualitas.
Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 13) sekolah dikatakan bermutu
apabila mampu mengemban misinya dalam rangka mencapai tujuan
kelembagaannya. Sekolah unggulan yang sebenarnya dibangun secara
bersama-sama oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya oleh pemegang
otoritas pendidikan. Dalam konsep sekolah unggulan yang saat ini
diterapkan, untuk menciptakan prestasi siswa yang tinggi maka harus
dirancang kurikulum yang baik yang diajarkan oleh guru-guru yang
berkualitas tinggi. Padahal sekolah unggulan yang sebenarnya, keunggulan
akan dapat dicapai apabila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan
secara optimal. Dengan demikian tenaga administrasi, pengembang
kurikulum di sekolah, kepala sekolah, dan penjaga sekolah pun harus
dilibatkan secara aktif. Karena semua sumber daya tersebut akan
menciptakan iklim sekolah yang mempu membentuk keunggulan sekolah.
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Keunggulan sekolah terletak pada bagaimana cara sekolah merancang-
bangun sekolah sebagai organisasi. Maksudnya adalah bagaimana struktur
organisasi pada sekolah itu disusun, bagaimana warga sekolah
berpartisipasi, bagaimana setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab
yang sesuai dan bagaimana terjadinya pelimpahan dan pendelegasian
wewenang yang disertai tangung jawab. Semua itu bermuara kepada kunci
utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam pelayanan kepada siswa
dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya.
Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila telah memenuhi standar
nasional pendidikan yang terjabarkan pada PP No.32 Tahun 2013, Standar
Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar
Nasional Pendidikan terdiri dari:
a. Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ujian Nasional
merupakan pengukuran ketercapaian stabdar kompetensi lulusan.
b. Standar Isi
Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
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c. Standar Proses
Standar proses adalah SNP yang terkait langsung atau tidak langsung
dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan.
d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Standar guru dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan
dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
e. Standar Sarana dan Prasarana
Standar sarana dan prasarana adalah yang terkait langsung dan tidak
langsung dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga,
tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat
bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi.
f. Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan adalah yang terkait langsung atau tidak langsung
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.
g. Standar Pembiayaan Pendidikan
Standar penmbiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu
tahun.
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h. Standar Penilaian Pendidikan
Standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang
terkait langsung dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian
hasil belajar peserta didik.
Selain itu sekolah dasar wajib mematuhi PP No. 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi:
a. Perencanaan program
b. Pelaksanaan Rencana Kerja
c. Pengawasan dan Evaluasi
d. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah
e. Sistem Informasi Manajemen
C. Konsep Pengambilan Keputusan
1. Pengertian Pengambilan Keputusan
Menurut Salusu (2006: 47) pengambilan keputusan ialah proses
memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai
situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu
seri tindakan, membutuhkan beberapa langkah.
Stoner dan Freeman (Wahyudi, 2009: 43) mengemukakan bahwa
pengambilan keputusan merupakan proses mengidentifikasi dan memilih
cara bertindak menghadapi suatu masalah atau memanfaatkan suatu
peluang. Demikian pula Siagian menyatakan bahwa, pengambilan
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keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu
masalah yang dihadapi.
Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju
mundurnya suatu organisasi, terutama karena masa depan suatu organisasi
banyak ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang. Pentingnya
keputusan dilihat oleh Mintzenberg (Salusu, 2006: 45) dari segi kekuasaan
untuk membuat keputusan, yaitu apakah mengikuti pola sentralisasi atau
desentralisasi. Implementasi terdiri dari serangkaian kompleks keputusan-
keputusan yang mencerminkan preferensi-preferensi dan sumber-sumber
para peserta.
Menurut Daryanto (2011: 119) pengambilan keputusan ialah proses
memilih sejumlah alternatif. Proses pengambilan keputusan mempunyai
peranan penting dalam memotivasi , kepemimpinan, komunikasi,
koordinasi, dan perunagahan organisasi. Keputusan yang diambil
administrator berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan terutama peserta
didik, oleh karena itu, setiap administrator pendidikan harus memiliki
keterampilan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Berdasarkan beberapa definisi pengambilan keputusan yang
ditemukan dapat dirangkum bahwa pengambilan keputusan merupakan
suatu hasil proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari
keseluruhan organisasi.
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2. Model Pengambilan Keputusan
Terdapat dua model pengambilan keputusan dalam implementasi
kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Tachjan, 2006: 10-12)
yakni:
a. Pendekatan Top Down
Pendekatan top down, implementasi yang dilakukan tersentralisisr
dan dimuali dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil
dari tingkat pusat. Keputusan (kebijakan) ditetapkan oleh yang
ditetapkan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat pada level
bawahnya.
b. Pendekatan Bottom Up
Model pendekatan bottom-up, melatarbelakangi keinginan untuk
mencermati dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai
keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai salah satu
aktor/stakeholders penting dalam implementasi kebijakan.
Menurut Lester dan Stewart dalam Leo Agustino (2006:155)
menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu
pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down dilakukan
secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-
keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top down bertolak dari
perspektif bahwa keputusan-keputusan (kebijakan) yang telah ditetapkan
oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat
yang berada pada level bawah.
Bertolak belakang dengan pendekatan top down, pendekatan bottom
up lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi
warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan
persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik
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oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu
kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipastif.
D. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan masalah pengambilan keputusan
dilakukan oleh Marfiah (2007) dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala
Sekolah Dalam Pengembangan Kultur Sekolah”. Penelitian ini dilaksanakan di
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kubangkondang Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten dengan tujuan untuk mengetahui: (1) peran
kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan kultur sekolah (2)
pelaksanaan kultur sekolah yang diterapakan (3) faktor-faktor yang
menghambat kultur sekolah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai manager, leader,
administrator, dan supervisor dalam pengembangan kultur sekolah telah
terlaksana dalam hal bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan, pengembangan kebijakan sekolah, manajemen
pengembangan sumber daya manusia yang ada di sekolah.
Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hestika Aprilia
Permatasari (2012) tentang Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah Di SMA Negeri 1 Banguntapan. Hasil penelitian ini
yaitu implementasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS) adalah: meningkatkan mutu melalui kemandirian, meningkatkan
kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,
meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan
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pemerintah tentang mutu sekolah, serta meningkatkan kompetisi yang sehat
antar sekolah. Faktor pendukung implementasi kebijakan Manajemen
Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) meliputi: (1) kepala sekolah,
guru, karyawan, serta komite sekolah mempunyai keprofesionalan dalam
bekerja. Selain itu mempunyai komitmen bersama untuk menjadikan SMA
Negeri 1 Banguntapan lebih baik, dan (2) sarana dan prasarana mencukupi
seperti kelengkapan fasilitas yang menunjang proses kegiatan belajar
mengajar. Sedangkan kendala yang dihadapi SMA Negeri 1 Banguntapan
dalam impelentasi kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS) meliputi: (1) kurangnya pemahaman warga sekolah tentang
kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), (2) guru
belum mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai (metode
pembelajaran belum bervariasi). Serta (3) kurangnya pemerataan sarana dan
prasarana di dalam kelas.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama di atas yakni
sama-sama mengkaji mengenai kebijakan mutu sekolah serta implementasi
MPMBS yang diterapkan disekolah untuk penelitian yang kedua. Sedangkan
perbedaannya yakni penelitian ini mengkaji pengambilan keputusan dalam
penentuan kebijakan mutu sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3.
E. Kerangka Pikir
Pengambilan keputusan merupakan hal yang sulit diterapkan dalam
menentukan kebijakan mutu sekolah. Dalam hal ini masyarakat dituntut
partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat
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berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan
pendidikan.
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang yang dibuat oleh pelaku
kebijakan untuk mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang
bersangkutan dengan pemilihan-pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk
mencapainya dalam situasi tertentu. Dalam pemilihan tujuan dan cara-cara
untuk mencapai perbaikan mutu di sekolah, maka sekolah perlu mencanangkan
kebijakan mutu. Kebijakan mutu merupakan visi-misi yang berfungsi sebagai
pedoman arah kebijakan sekolah jangka panjang dalam hal perbaikan mutu
secara terus menerus. Kebijakan mutu di sekolah dilaksanakan melalui
program-program sekolah yang ditentukan oleh pihak sekolah baik itu bidang
akademik maupun non akademik. Penentuan program akademik maupun non
akademik yang terdapat disekolah ditentukan oleh pihak sekolah itu sendiri
dengan melalui serangkaian pengambilan keputusan. Terdapat dua pendekatan
pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan yakni
pendekatan top down yang merupakan implementasi yang dilakukan
tersentralisir dan dimuali dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun
diambil dari tingkat pusat. Keputusan (kebijakan) ditetapkan oleh yang
ditetapkan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat pada level bawahnya.
Serta model pendekatan bottom-up, melatarbelakangi keinginan untuk
mencermati dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai keterlibatan atau
partisipasi masyarakat sebagai salah satu aktor/stakeholders penting dalam
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implementasi kebijakan. Sehingga dalam hal ini terdapat program sekolah
akademik dan non akademik yang bersifat top down maupun bottom up.
Gambar 1. Kerangka Pikir
F. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan, maka dengan penelitian ini dapat
menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan mutu pendidikan?
2. Program-program apa saja untuk mendukung kebijakan mutu tersebut?
3. Siapa saja yang terlibat dalam program, tersebut?
4. Siapa yang mengambil keputusan kebijakan mutu di sekolah ini?












Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan
dan Tylor dalam S. Margono, 2005: 36). Dengan penelitian kualitiatif
diharapkan mendapat gambaran tentang pengambilan keputusan tentang
kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3.
B. Subyek Penelitian
Subjek penelitian adalah sasaran penelitian yang dituju untuk diteliti oleh
peneliti. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti mempertimbangkan
kedudukan masing-masing pihak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan
sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini yaitu orang
tersebut dianggap paling tahu dengan apa yang diharapkan, atau mungkin dia
sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang
diteliti (Sugiono, 2012: 54). Adapun subjek penelitian ini, yaitu kepala sekolah,
guru, staff TU, dan komite sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3. Untuk
pengambilan sampel penelitian, peneliti menggunakan ketua dan sekretaris
komite sekolah. Untuk guru, peneliti mengambil guru yang senior juga guru
yang memiliki partisipasi yang tinggi dalam memajukan sekolah yaitu 4 orang
guru, untuk staff karyawan peneliti mempertimbangkan lama kerja juga
partisipasi yang tinggi dalam memajukan sekolah yaitu berjumlah 1 orang.
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C. Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri Suryodiningratan 3 yang
beralamat di Suryodiningratan MJ II/ 840 RT 41 RW 12 Kelurahan
Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Alasan utama
yang mendasari penelitian mengambil setting di sekolah ini, karena SD Negeri
Suryodiningratan 3 memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non
akademik. Dalam bidang akademik yaitu nilai rata-rata Ujian Nasional tinggi
sehingga masuk ke sepuluh besar se-Kota Yogyakarta, sedangkan non
akademiknya yaitu banyaknya meraih prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler
terutama seni budaya.
Penelitian ini telah dilakukan sejak bulan Mei sampai dengan bulan
Agustus. Sedangkan untuk penelitian dan pengumpulan data yang berupa
observasi, wawancara dan teknik dokumentasi direncanakan pada awal bulan
April, setelah peneliti memperoleh surat izin.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan
kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan
orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek
alam yang lain.
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Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2011: 203-204) observasi merupakan suatu
proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses
biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi
digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,
gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Berdasarkan segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi
dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta)
dan non participant observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang
digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur
dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2011: 204).
2. Wawancara (Interview)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui
hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya
sedikit/kecil (Sugiyono, 2011: 194). Wawancara adalah proses tanya-jawab
dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau
lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi
atau keterangan-keterangan. (Cholid Narbuko, 2007: 83) Dalam penelitian
ini wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, komite sekolah, guru dan
staff serta siswa di SD Negeri Suryodiningratan 3.
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3. Dokumentasi
Kartini Kartono (1990: 73) teknik pemeriksaan dokumen adalah
pengumpulan informasi dan data secara langsung sebagai hasil
pengumpulan sendiri. Data yang dikumpulkan tersebut adalah bersifat
orisinil untuk dapat dipergunakan secara langsung. Adapun teknik
dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan dokumen-
dokumen/data yang berkaitan dengan kebijakan mutu menggunakan bantuan
perekam suara pada saat melakukan wawancara. Pemanfaatan dokumen ini
yaitu untuk menambah validitas data yang diperoleh melalui awancara dan
observasi.
E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan secara garis besar
yang akan dilakukan saat wawancara berlangsung, kemudian akan
dikembangkan secara mendalam untuk mendapatkan suatu gambaran subjek
dan pemaparan gejala yang tampak sebagai suatu fenomena.
2. Pedoman Observasi
Pedoman observasi berupa butir-butir pertanyaan secara garis besar
terhadap hal-hal yang akan diobservasi, kemudian diperinci dan
dikembangkan selama pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk
mendapatkan data fleksibel, lengkap, dan akurat.
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F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mengacu pada konsep Miles dan Huberman :
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.
2. Penyajian Data (Data Display)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan
sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan (Verification)
Kegiatan analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.
Penarikan kesimpulan diperoleh dari reduksi data dan display data. Dengan
demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,
karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian berada di lapangan. (dalam Sugiyono, 2011: 338-345)
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G. Keabsahan Data
Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena
keabsahan data merupakan salah satu langkah awal kebenaran dari analisis data
menghindari adanya data yang tidak akurat yang diperoleh dalam penelitian.
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi data diartikan sebagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiono, 2012: 83). Untuk
menguji kredibilitas data peneliti menggunakan triangulasi teknik, peneliti




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi Penelitian
a. Profil Sekolah
Nama Sekolah : SD Negeri Suryodiningratan 3
NISS : 101046009004
NPSN : 20403194
Tahun Berdiri : 1967
Luas Tanah : 1648 m2
Alamat : Suryodiningratan MJ II / 840





Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Status Akreditasi : Terakreditasi A (tahun 2012)
1) Visi SD Negeri Suryodiningratan 3
Visi SD Negeri Suryodiningratan 3 adalah “Terwujudnya
Pranata Sosial Yang Kuat Untuk Menjadi Manusia Yang Berkualitas,
Berakhlaq Mulia, Cerdas, Terampil, Serta Unggul Dalam Prestasi”,
dengan indikator-indikator sebagai berikut:
a) Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, indah sehingga tercipta
iklim belajar yang kondusif.
b) Kehidupan sekolah yang berdasarkan pada ajaran agama yang
dianut masing-masing siswa.
c) Proses belajar mengajar dengan pendekatan CTL (Contextual
Teaching and Learning).
d) Semangat membaca siswa untuk menambah wawasan pengetahuan.
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e) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan
pengajaran.
f) Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa.
2) Misi SD Negeri Suryodiningratan
Sedangkan Misi SD Negeri Suryodiningratan 3 adalah sebagai
berikut:
a) Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, indah
sehingga tercipta iklim belajar yang kondusif.
b) Menumbuhkembangkan kehidupan sekolah yang berdasarkan pada
ajaran agama yang dianut masing-masing siswa.
c) Melakukan proses belajar mengajar dengan pendekatan CTL
(Contextual Teaching and Learning).
d) Menumbuhkan semangat membaca siswa untuk menambah
wawasan pengetahuan.
e) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
kegiatan pengajaran.
f) Melaksanakan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan
potensi siswa.
3) Tujuan SD Negeri Suryodiningratan 3
Sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan, SD
Suryodiningratan 3 mempunyai tujuan :
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a) Menjadi sekolah dasar unggulan dan pilihan masyarakat untuk
membentuk generasi pelajar yang berkualitas, cerdas dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Menjadi sekolah yang berstandar Nasional dengan sarana prasarana
yang memadai dan sistem pendidikan yang berstandar.
c) Menghasilkan lulusan yang intelektual dan agamis serta dapat
melanjutkan ke jenjang SMP favorit.
d) Menjadikan lingkungan sekolah yang berkualitas dan nyaman
sehingga berdampak positif terhadap kehidupan sekolah dan
masyarakat.
b. Lingkungan Fisik
Sarana fisik yang dimiliki meliputi:
1) Sarana Gedung di SD Negeri Suryodiningratan 3 dapat dilihat pada
Tabel 1 di bawah ini.
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Tabel 1. Sarana Gedung SD Negeri Suryodiningratan 3
No. Nama Prasarana Panjang(m)
Lebar
(m) Keterangan
1 Ruang Guru 10 6 Baik
2 Ruang I A 7 6 Baik
3 Ruang I B 7 6 Baik
4 Ruang II A 7 6 Baik
5 Ruang II B 7 6 Baik
6 Ruang III A 7 6 Baik
7 Ruang III B 7 8 Baik
8 Ruang IV A 7 6 Baik
9 Ruang IV B 7 6 Baik
10 Ruang KepSek 6 3 Baik
11 Ruang Lab EQEP 7 6 Baik
12 Ruang musholla 10 6 Baik
13 Ruang Penyimpanan 6 3 Baik
14 Ruang Perpustakaan 7 6 Baik
15 Ruang Pertemuan 10 6 Baik
16 Ruang Toilet 2 1 Baik
17 Ruang Toilet 2 1 Baik
18 Ruang TU 7 6 Baik
19 Ruang UKS 6 5 Baik
20 Ruang V A 7 6 Baik
21 Ruang V B 7 6 Baik
22 Ruang V C 7 6 Baik
23 Ruang VI A 7 6 Baik
24 Ruang VI B 7 6 Baik
25 Ruang VI C 7 6 Baik
Sumber: Dokumen Kurikulum Sekolah Tahun 2013-2014
Tabel di atas menunjukkan bahwa ruangan yang dimiliki oleh
SD Negeri Suryodiningratan 3 cukup luas dan dalam keadaan baik
sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar.
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2) Perlengkapan Ruangan di SD Negeri Suryodiningratan 3 dapat dilihat
pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Perlengkapan Ruangan SD Negeri Suryodiningratan 3
J
Sumber: Dokumen Kurikulum Sekolah Tahun 2013-2014
Berdasarkan tabel di atas, jumlah perlengkapan tiap ruangan di
SD Negeri Suryodiningratan 3 telah sesuai dengan kebutuhan dan
dalam keadaan baik sehingga dapat menunjang kegiatan belajar-
mengajar di sekolah.
c. Lingkungan Sosial
SD Negeri Suryodiningratan 3 terletak dipinggir lapangan
Minggiran dan berdampingan dengan SMP Negeri 13 Yogyakarta yang
memungkinkan siswanya untuk bersosialisasi dengan sesama pelajar dan
menambah wawasan siswa untuk melanjutkan studi pada jenjang
berikutnya. Adapun hubungan antara guru dengan siswa terlihat akrab
dan penuh wibawa. Hal ini terlihat pada saat istirahat, para siswa
menegur para guru dengan hormat. Hubungan antara guru pun terlihat
akrab dan penuh rasa kekeluargaan, serta saling menghormati.
No. Nama Barang SesuaiKebutuahan Keadaan
1. Meja Siswa √ Baik
2. Kursi Siswa √ Baik
3. Meja Guru di kelas √ Baik
4. Meja Guru di ruang guru √ Baik
5. Kursi Guru di ruang guru √ Baik
6. Kursi guru di ruang kelas √ Baik
7. Papan tulis √ Baik
8. Almari Kelas √ Baik
9. Almari kantor √ Baik
10. Rak buku √ Baik
11. Loker √ Baik
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SD Negeri Suryodiningratan 3 selain membina hubungan secara
formal dengan instansi atau lembaga lain, juga menghimpun berbagai
informasi yang ada kaitan kepentingannya bagi para siswa. Hal ini dapat
diamati dari banyaknya brosur, leaflet yang tertempel di papan
pengumuman baik yang berasal dari lembaga pendidikan formal maupun
dari lembaga pendidikan non-formal. Selain itu pihak sekolah juga
membina hubungan baik dengan orang tua/ wali murid, dan masyarakat
tetangga.
d. Situasi Pendidikan dan Pengajaran
1) Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan di sekolah ini,
meliputi kegiatan akademik dan non akademik. Pedoman dasar yang
digunakan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran
formal di sekolah ini adalah kurikulum nasional untuk SD untuk tahun
ini yaitu menggunakan kurikulum 2013. Pada kurikulum sebelumnya,
kurikulum SD Negeri Suryodiningratan 3 memasukkan pendidikan
berbasis keunggulan lokal dan global yang merupakan bagian dari
semua mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya, muatan lokal yang
diajarkan adalah Seni Batik dan Bahasa Santra dan Budaya Jawa. Hal
ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan. SD Negeri Suryodiningratan 3 juga




Yaitu meliputi Kewiraan/Pramuka, Seni Budaya Karawitan,
Macapat, Seni Tari, Olah Vokal/Paduan Suara, dan TPA/Qiroah.
b) Kegiatan Pembiasaan
(1) Pembiasaan Rutin
Merupakan proses pembentukan akhlaq dan penanaman/
pengamalan ajaran Islam. Adapun kegiatan pembiasaan
meliputi: sholat berjamaah, pengajian, tadarus Al-Quran, dan
doa bersama sebelum masuk kelas.
(2) Pembiasaan Terprogram
Merupakan proses pembentukan akhlaq dan penanaman/
pengamalan ajaran Islam. Adapun kegiatan pembiasaan
terprogram, meliputi: pesantren ramadhan, buka bersama,
penyembelihan hewan qurban, dan pelaksanaan hari besar
agama Islam.
c) Kegiatan Keteladanan
Pembinaan Ketertiban Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS),
pembinaan kedisiplinan, penanaman nilai akhlak mulia, penanaman
budaya minat baca, penanaman budaya keteladanan, meliputi:
penanaman budaya bersih diri, penanaman budaya ramah
lingkungan, penanaman budaya lingkungan hijau, peringatan hari
bumi dan lingkungan hidup.
d) Kegiatan Nasionalisme dan Patriotisme, meliputi: Peringatan Hari
Kemerdekaan RI, Peringatan Hari Pahlawan, Peringatan Hari
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Pendidikan Nasional, dan Peringatan Hari Ulang Tahun Kota
Yogyakarta.
e) Kegiatan Pekan Kreativitas Siswa
Lomba Kreativitas dan Karya Cipta (Surga Mencari Bakat/Surga
Idol).
f) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan bagi Siswa Berprestasi dan
Siswa Peserta Olimpiade MIPA dan Matematika.
g) Kegiatan Outdoor Learning & Training, meliputi : Kunjungan
Belajar, dan Outbound.
2) Adapun Kegiatan Belajar Mengajar di SD Negeri Suryodiningratan 3
dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.
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1 2 3 4 5 6
1. Mata Pelajaran
a. Pendidikan Agama 4 4 4 4 4 4
b. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
c. Bahasa Indonesia 6 6 6 5 5 5
d. Matematika 6 6 6 6 6 6
e. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 3 4 4 4
f. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 3 3 3
g. Seni Budaya dan Keterampilan 2 2 2 4 4 4
h. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan 2 2 3 4 4 4
2. Muatan Lokal *)
a. BSB. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2
b. Seni Batik 2 2 2 2 2 2
3. PENGEMBANGAN DIRI
a. Pramuka - - - - - -
b. Karawitan dan Macapat - - - - - -
c. TPA dan Qiroah - - - - - -
d. Vocal/Paduan Suara - - - - - -
e. Seni Tari - - - - - -
Jumlah 30 31 32 36 36 36
*) Ekuivalen 2 Jam Pembelajaran
Sumber: Dokumen Kurikulum Sekolah Tahun 2013-2014
Keterangan :
1. 1 (satu) jam pelajaran alokasi waktu 35 menit.
2. Kelas 1, 2, dan 3 pendekatan Tematik
3. Kelas 4, 5, dan 6 pendekatan Mata Pelajaran
4. Jumlah pembelajaran efektif selama satu tahun pelajaran Kelas I-VI
adalah 44 minggu dengan total waktu 30 – 36 jam per minggu.
5. Sekolah memasukkan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dan
global, yang merupakan bagian dari mata pelajaran yang diunggulkan.
6. Mengenai pembelajaran tematis, sekolah menentukan alokasi waktu
permata pelajaran sedangkan dalam kegiatan pembelajaran
menggunakan pendekatan tematis.
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Berdasarkan tabel di atas, alokasi waktu paling banyak yaitu
terdapat pada Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika.
Empat jam mata pelajaran untuk Pendidikan Agama dari kelas satu sapai
dengan kelas enam, enam jam mata pelajaran Bahasa Indonesia dari kelas
satu sampai kelas tiga dan lima jam untuk kelas empat sapai kelas enam,
kemudian untuk mata pelajaran Matematika dari kelas satu sampai
dengan kelas enam yaitu dengan alokasi waktu enam jam.
Adapun kegiatan ekstra kurikuler yang diadakan di SD Negeri
Suryodiningratan 3 ini terdiri dari dua bentuk kegiatan. Ada kegiatan
yang wajib diikuti dan ada kegiatan pilihan. Kegiatan ekstra kurikuler
yang diwajibkan adalah kegiatan kepramukaan, yang wajib diikuti oleh
kelas 3, 4, 5 dan kelas 6. Kegiatan ekstra kurikuler pilihan meliputi
Karawitan, Seni Tari, Paduan suara, dan TPA/ Qiro’ah.
e. Struktur Organisasi Sekolah
Bagan organisasi atau lazimnya disebut struktur organisasi
merupakan penggambaran dari jumlah tenaga atau personil yang
dibutuhkan dalam suatu organisasi secara umum tentang pembagian
tugas secara jelas dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang
ditentukan sebelumnya. Demikian halnya SD Negeri Suryodiningrtatan
3, mempunyai struktur organisasi dan tugas yang jelas. Adapun struktur





Gambar 2. Struktur Organisasi SD Negeri Suryodiningratan 3
Berdasarkan gambar di atas, kepala sekolah SD Negeri
Suryodiningratan 3 memberikan komando dan koordinasi kepada
komite sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik.
f. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SD Negeri
Suryodiningratan 3
Keadaan Guru SD Negeri Suryodiningratan 3 dapat dilihat pada
tabel 4 di bawah ini:















Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa SD Negeri
Suryodiningratan 3 memiliki 25 tenaga pendidik dan kepegawaian yang
terdiri dari 19 tenaga pendidik dan 6 karyawan. Jenjang pendidikan guru
dan karyawan di SD Negeri Suryodiningratan 3 meliputi 1 orang lulusan
S2, 17 orang lulusan S1, dan 7 orang lulusan DII/DI/SMA/Sederajat.
Untuk guru yang belum berijazah S1di atas saat ini sedang melanjutkan
studi S1 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa guru SD Negeri
Suryodiningratan secara keseluruhan tingkat pendidikannya tinggi yaitu
S1. Sedangkan untuk sertifikasi, seluruh guru PNS yaitu 19 orang guru di
SD Negeri Suryodiningratn 3 telah mendapatkan sertifikat pendidik atau
sertifikasi guru.
g. Keadaan Peserta Didik
Tabel 5. Data Rombongan Belajar SD Negeri Suryodiningratan 3
No Nama Rombel Jumlah Siswa JumlahL P
1 Kelas I A 17 11 28
2 Kelas I B 16 12 28
3 Kelas II A 17 14 31
4 Kelas II B 18 13 31
5 Kelas III A 17 11 28
6 Kelas III B 12 13 25
7 Kelas IV A 18 15 33
8 Kelas IV B 18 17 35
9 Kelas V A 16 12 28
10 Kelas V B 15 12 27
11 Kelas V C 18 9 27
12 Kelas VI A 18 13 31
13 Kelas VI B 17 15 32
14 Kelas VI C 17 15 32
Total 134 182 416
Sumber: Dokumen Kurikulum Sekolah Tahun 2013-2014
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Rombongan belajar tiap kelas rata-rata 28 siswa. Hal ini sudah
memenuhi standar peserta didik tiap kelasnya. Untuk jumlah siswa,
jumlah siswa perempuan lebih banyak dari jumlah siswa perempuan.
Akan tetapi, pada tingkat kelas didominasi oleh siswa laki-laki.
h. Keadaan Output Akademik Siswa di SD Negeri Suryodiningratan 3
Prestasi output secara akademik siswa di sekolah ini, dapat diamati
dari data kelulusan. Hal tersebut merupakan hasil dari implementasi
budaya disiplin, budaya kerja keras, dan budaya kerja sama dapat dilihat
pada Tabel 6 di bawah ini:
Tabel 6. Nilai Rata-rata Ujian Nasional
Tahun Nilai Rata-rata Ujian NasionalBahasa Indonesia Matematika IPA
2011/2012 7,97 8,45 8,21
2012/2013 8,13 8,86 9,40
2013/2014 8,21 7,61 9,14
Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2014
Berdasarkan data di atas, nilai UN rata-rata mata pelajaran
Bahasa Indonesia SD Negeri Suryodiningratan 3 dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Untuk mata pelajaran matematika dan IPA
rata-rata tertinggi yaitu pada tahun 2012/2013.
i. Prestasi SD Negeri Suryodiningratan 3
Tabel 7. Prestasi SD Negeri Suryodiningratan 3





Sumber: Dokumen Sekolah Tahun 2014
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Berdasarkan data di atas, prestasi akademik paling banyak yang
diraih SD Negeri Suryodiningratan 3 pada tahun 2012 yang berjumlah 10
kejuaraan. Untuk prestasi non akademik paling banyak diraih yaitu pada
tahun 2012 dengan jumlah 11 kejuaraan. Prestasi akademik yang diraih
yaitu lomba MTQ, Pildacil Tilawah, Tartil, Try Out,Melukis, Pidato,
Cerdas Cermat, dan Cerita Bergambar. Prestasi non akademik yaitu
lomba Gigi Sehat, Carnaval, Pencak Silat, Karawitan, Pesta Siaga,
Macapat, Sesorah, Panembrama, Kampanye Makanan Sehat, Dagelan,
Pantomim, Tari Gagrag, dan Menghias Gapura.
j. Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa dan Global
Pada prinsipnya, pengembangan pendidikan budaya dan karakter
bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke
dalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Guru dan
Kepala Sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan
dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam Kurikulum,
Silabus dan RPP yang sudah ada.
Pendidikan kecakapan hidup dimasukkan sebagai bagian dari mata
pelajaran yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial,
kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
Progam Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi
sebagai berikut:
a. Siswa kelas I – VI akan mendapatkan materi pelajaran dengan
menggunakan fasilitas di laboratorium komputer.
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b. Pembelajaran yang menggunakan komputer meliputi semua pelajaran
yang diajarkan oleh guru kelas, dengan jadwal terstruktur.
Indikator nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ada dua jenis yaitu
(1) indikator sekolah dan kelas, dan (2) indikator untuk mata pelajaran.
Indikator sekolah dan kelas adalah pedoman yang digunakan oleh
kepala sekolah, guru dan personalia sekolah dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana
pendidikan budaya dan karakter bangsa. Indikator ini berkenaan juga
dengan kegiatan sekolah yang diprogramkan dan kegiatan sekolah sehari-
hari (rutin). Indikator mata pelajaran menggambarkan perilaku afektif
seorang peserta didik berkenaan dengan mata pelajaran tertentu. Perilaku
yang dikembangkan dalam indikator pendidikan budaya dan karakter
bangsa bersifat progresif, artinya, perilaku tersebut berkembang semakin
komplek antara satu jenjang kelas dengan jenjang kelas di atasnya,
bahkan dalam jenjang kelas yang sama. Guru memiliki kebebasan dalam
menentukan berapa lama suatu perilaku harus dikembangkan sebelum
ditingkatkan ke perilaku yang lebih kompleks.
Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa
menggunakan pendekatan proses belajar aktif dan berpusat pada anak,
dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, sekolah, dan masyarakat.
Di kelas dikembangkan melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan
guru dengan cara integrasi. Di sekolah dikembangkan dengan upaya
pengkondisian atau perencanaan sejak awal tahun pelajaran, dan
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dimasukkan kedalam Kalender Akademik dan yang dilakukan sehari-hari
sebagai bagian dari budaya sekolah sehingga peserta didik memiliki
kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai
budaya dan karakter bangsa. Di masyarakat dikembangkan melalui
kegiatan ekstra kurikuler dengan melakukan kunjungan ke tempat-tempat
yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melakukan pengabdian
masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
2. Kebijakan Mutu
Kebijakan mutu merupakan pedoman arah kebijakan di sekolah dalam
hal perbaikan mutu secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan pengertian
kebijakan mutu yang disampaikan oleh YN salah satu guru SD Negeri
Suryodiningratan 3,
“Kebijakan mutu menurut saya adalah upaya-upaya dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.”(YN,
03/06/2014)
Senada dengan pengertian kebijakan mutu oleh PN salah satu guru di
SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Kebijakan mutu pendidikan merupakan suatu kebijakan atau langkah
atau keputusan yang diambil untuk meningkatkan mutu.”(PN,
09/06/2014)
Selain itu WR selaku guru SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Kebijakan mutu sekolah yaitu terkait dengan visi dan misi di
sekolah.”(WR, 04/06/2014)
Demikian pula pernyataan DA selaku Kepala Sekolah di SD Negeri
Suryodiningratan 3,
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“Kebijakam mutu merupakan acuan yang menjadi dasar perencanaan
dan pelaksanaan untuk mencapai sasaran mutu yang diinginkan atau
dicita-citakan oleh sekolah.”(DA, 14/08/2014).
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, definisi kebijakan mutu
menurut kepala sekolah dan guru secara umum yaitu hal-hal yang terkait
dengan visi dan misi yang berupa langkah atau keputusan yang diambil
guna menjadi acuan dasar perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai
sasaran peningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Lain halnya
yang disampaikan oleh SK selaku Sekretaris Komite Sekolah di SD Negeri
Suryodiningratan 3:
“Kebijakan mutu adalah kebijakan dari pemerintah. Contoh mutu
pendidikan yaitu kurikulum 2013. Kebijakan sekolah yang didukung
oleh komite sekolah yang dulu adalah meningkatkan kualitas guru
professional. Ketika terdapat guru yang belum berijazah S1 salah satu
kebijakan mutunya yaitu memberikan b program bantuan S1 kepada
guru yang belum S1. Jadi, kebijakan mutu yang diambil disekolah ini
mengikuti kebijakan mutu dari pemerintah.”(SK, 27/05/2014).
Berbeda dengan definisi kebijakan mutu yang disampaikan oleh
kepala sekolah dan guru, definisi kebijakan mutu diatas merupakan
kebijakan dari pemerintah sehingga sekolah mengikuti kebijakan tersebut.
Contoh kebijakan mutu yang terdapat di SD Negeri Suryodiningratan 3
untuk meningkatkan kualitas guru yang professional yaitu dengan
memberikan bantuan kepada guru yang belum berijazah S1 untuk dapat
meneruskan ke jenjang S1. Selain itu, adanya Kurikulum 2013 di mana
sekolah wajib untuk mengikuti kebijakan tersebut.
Sebagian besar warga SD Negeri Suryodiningratan 3 telah mendukung
kebijakan mutu dengan partisipasi mereka di dalam penentuan kebijakan
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mutu sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari TS selaku komite
sekolah:
“Keikutsertaan untuk memikirkan bersama misalnya pada awal tahun
kita memberikan konsep dan ketika akan disosialisasikan kita
mendampingi lagi. Tidak hanya itu, saya juga datang terus menerus ke
sekolah ini ketika tidak ada acara.”(TS, 27/05/2014)
Ketelibatan juga disampaikan oleh EH salah satu orangtua siswa SD
Negeri Suryodiningratan 3:
“Setiap ada rapat hadir, ikut serta dalam program sekolah, dan setiap
ada acara pasti datang”(EH, 27/05/2014)
Dukungan lainnya dari PN salah satu guru di SD Negeri
Suryodiningratan 3:
“Mendukung visi misi sekolah, disiplin dengan hadir tepat waktu,
serta mendidik anak dengan ikhlas sesuai dengan tujuan kurikulum
kita.”(PN, 09/06/2014)
Ditambahkan dengan dukungan dari YN salah satu guru di SD Negeri
Suryodiningratan 3,
“Setiap guru menginginkan peningkatan mutu pendidikan, untuk
saya sendiri dengan mengikuti beberapa diklat. Harapan saya untuk
dapat meningkatkan mutu di sekolah, selain itu juga bisa belajar
dari teman sejawat kita sering sharing masalah di kelas atau
mungkin masalah di pelajaran kita sharing kan ke teman yang lebih
senior atau yang lebih tahu. Selain itu juga mencari media yang
lain mungkin bisa buku atau media elektronik.”
(YN, 03/06/2014)
Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari warga
sekolah dalam mendukung kebijakan mutu begitu besar. Bentuk partisipasi
warga sekolah meliputi keikutsertaan untuk memikirkan bersama, kerelaan
untuk datang dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh sekolah
misalnya mengikuti diklat, mendukung visi misi, disiplin dengan hadir tepat
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waktu, serta mendidik anak dengan ikhlas sesuai dengan tujuan kurikulum
serta setiap tugas dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dukungan
warga sekolah yang begitu besar dalam penentuan kebijakan mutu sekolah
maka besar pula harapan SD Negeri Suryodiningratan 3 akan mencapai
keberhasilan dalam peningkatan mutu sekolah.
Kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan terbagi menjadi dua
jenis yaitu mutu akademik dan non akademik. Hal ini sesuai dengan
pernyataan TS selaku komite sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3:
“Kebijakan mutu meliputi mutu akademik dan non akademik. Sekolah
prestasinya tinggi dan mendapatkan banyak kejuaraan artinya
mutunya baik. Mutu sekolah meliputi mutu siswa, mutu guru, dan
lainnya. Guru di sekolah ini terlihat sudah bagus, guru kelas 6
sekarang seperti Pak Warto, beliau sudah lama mengajar kelas 6 dan
nilai ujian akhirnya stabil.”(TS, 27/05/2014)
Senada dengan pernyataan YW selaku guru di SD Negeri
Suryodiningratan 3,
“Kebijakan mutu itu sesuatu yang harus dicari. Sekolah kita selain
akademik bagus juga disamping itu akhlaq, budaya terutama karakter
budayanya. Jadi selain akademiknya juga harus diimbangi dengan itu.
Kalau untuk akademiknya mungkin anak itu pinter tapi kalau tidak
diberi karakter budaya dan akhaqnya kalau gak diberikan ke siswa kan
percuma. Jadi sekolah kita itu selain akademiknya harus bagus juga
akhlaqnya terus budayanya.”(YW, 05/06/2014)
Sesuai dengan pernyataan di atas, sekolah bermutu apabila memiliki
prestasi yang tinggi dan banyak mendapatkan kejuaraan. Berprestasi dalam
bidang akademik merupakan prestasi yang dimiliki SD Negeri
Suryodingingratan 3 sejak tahun 1986 sebagaimanan yang disampaikan oleh
WR selaku guru SD Negeri Suryodiningratan 3,
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“Awal-awal saya masuk sini memang sekolah ini termasuk sekolah
favorit, ketika tahun 2010-2011 itu dulu kan SD ini terdiri dari dua
sekolah SD Suryodiningratan 3 dan SD Suryodiningratan 4 jadi terjadi
penggabungan ketika tahun 2005 sampai dengan 2009-2010 itu kita
variasi ya menduduki peringakat ke tiga ke empat ke lima kemudian
kembali lagi ke enam untuk se-Kota Yogyakarta yang saat itu hampir
200 sekolah dan kalau puncaknya tahun 2007-2008 itu bisa mencapai
di kota mencapai peringkat dua dan di DIY peringkat tujuh dan saat
itu dari sekian ribu sekolah. Nah, setelah tahun 2010-2011 ini dari
peringkat 6 itu kita turun karena ya perpaduan kedua sekolah jadi
bisasanya kita mudah mencapai peringkat, setelah digabung saat itu ya
saya katakana kurang seimbang, jadi ketika kita digabung pertama itu
peringkatnya menjadi 27 kemudian tahun kedua setelah regrouping itu
menjadi 41 tahun ketiga pasca regrouping peringkat 14, tahun ke
empat pada saat ini belum tahu tapi mudah-mudahan jangan terlalu
jauh mudah-mudahan masih di bawah 31 yang saya kira memang
sangat sulit.”(WR, 04/06/2014).
Pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa SD Negeri Suryodiningratan
3 merupakan sekolah regrouping yang dahulu terdiri dari SD Negeri
Suryodingratan 3 dan SD Negeri Suryodiningratan 4. Kebijakan regrouping
sekolah ini merupakan kebijakan dari pemerintah. Dahulu SD Negeri
Suryodingratan 3 merupakan salah satu sekolah favorit karena pernah
menduduki peringkat tiga, empat, enam dan puncaknya sapai peringkat
kedua se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat itu hampir 200 sekolah
dasar di Yogyakarta. Setelah adanya regrouping prestasi akademik SD
Negeri Suryodiningratan 3 kurang seimbang atau menurun. Sulitnya meraih
prestasi akademik seperti dahulu kemudian SD Negeri Suryodiningratan 3
mengambil terobosan baru dengan mengambil kebijakan mutu selain dalam
bidang akademik yaitu kebijakan mutu dalam bidang non akademik.
YW selaku guru di SD Negeri Suryodingratan 3 juga menambahkan,
“Kalau saya memang orang baru disini, ada beberapa guru senior yang
mempunyai keahlian khusus di bidang budaya dan saya kebetulan
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juga berlatarbelakang dari budaya jadi kebetulan pak Warto memiliki
gagasan dan ada pendukung-pendukungnya lalu bagaimana kalau
sekolah ini kita arahkan kesana jadi sekolah yang berkarakter budaya
tidak hanya akademiknya saja. Memang kalau akademiknya dari
Suryo 3 yang dulu-dulu memang sudah bagus di Kota Yogyakarta ya
keliatanlah, tapi setelah diregrouping sekolah ini ada kebijakan dari
pemerintah seperti itu misalnya perekrutan siswa baru yang hanya
mewajibkan usia sekian bukan yang lainnya kemudian Pak Warto
memiliki kebijakan seperti itu.”(YW, 05/06/2014).
Mutu dalam bidang non akademik di SD Negeri Suryodingratan 3
merupakan gagasan atau inisiatif dari guru senior yang memiliki latar
belakang seni budaya. Sehingga selain meningkatkan mutu dalam bidang
akademik juga dalam bidang non akademik.
3. Program Kebijakan Mutu
Kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3 dalam bidang
akademik dan non akademik tertuang dalam program-program yang ada di
sekolah. Program-program tersebut disampaikan oleh WR salah satu guru
SD Negeri Suryodiningratan 3:
“Mutu tidak hanya dari bidang akademiknya saja, namun ada agama
yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Sesudah ada kebijakan
regrouping guru dari SD Suryo 3 dalam bidang akademik memang
sudah sulit untuk meraih prestasi seperti dulu. Kemudian guru-guru
mengambil terobosan-terobosan baru dalam bidang seni budaya yang
merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sudah 4 tahun berjalan
ini kita berkait dengan seni budaya dan mendukung juga Perda No. 5
tahun 2011. Seni budaya ini misalnya seni macapat, seni geguritan,
seni panembromo, karawitan, seni tari dan kolaborasi diantara seni
tersebut. Ketika sebelum ada Perda No. 5 tahun 2011 sebenarnya kita
sudah menuju kesana.”(WR, 04/06/2014).
Ditambahkan dengan pernyataan YN selaku guru di SD Negeri
Suryodiningratan 3:
“Kalau di SD Suryodiningratan ini selain memperhatikan pendidikan
dalam bidang akademik juga memperhatikan kemajuan siswa di
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bidang lainnya apalagi di bidang seni budaya, jadi untuk
meningkatkan pengembangan minat siswa di bidang budaya.”
(YN, 03/06/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, setelah sulit mencapai prestasi tinggi
dalam bidang akademik, SD Negeri Suryodiningratan 3 selain
memperhatikan mutu bidang akademik sekolah juga memperhatikan mutu
dalam bidang non akademik seperti agama yang berkaitan dengan
pendidikan karakter dan seni budaya.
YW salah satu guru di SD Negeri Suryodiningratan 3 juga
menyampaikan:
“Mutu akademik ini lebih menekankan pada pengetahuan sedangkan
non akademik lebih mengarah pada sikap dan ketrampilan.”(YW,
06/09/2014)
Demikian pula WR juga menambahkan,
“Mutu dalam bidang akademik yang sudah baku yang terdiri dari
berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum yang berlaku saat
ini. Non akademik ya tentunya diluar kurikulum tetapi ini mendukung
terciptanya manusia yang berkarakter Indonesia dengan demikian
maka perlu dioptimalkan yang non akademik.”(WR, 06/09/2014)
Pernyataan di atas menyebutkan bahwa mutu akademik lebih
mengarah kepada nilai pengetahuan yang sudah tercantum dalam kurikulum
seperti prestasi lulusan atau NEM masuk tiga besar tingkat UPT dan
kejuaraan dalam lomba pada mata pelajaran seperti IPA dan Matematika .
Sedangkan mutu non akademik dinilai dari sikap dan ketrampilan yang
bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkarakter yang meliputi
akhlak dan budaya. Program kebijakan mutu sekolah disampaikan pula oleh
PN selaku guru di SD Neheri Suryodiningratan 3:
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“Biasanya kita ada tambahan jam, ekstrakurikuler, meningkatkan
SDM dengan cara diklat-diklat lalu kita imbaskan kepada anak-anak
kita.”(PN, 09/06/2014)
Ditambah pernyataan YN selaku guru SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Program kerja ini ada kegiatan karawitan kemudian mecapat,
geguritan, batik jadi masuk ke muatan lokal untuk batiknya. Jadi
selain itu pada event-event tertentu atau acara-acara baik itu acara
dinas atau acara yang diselenggarakan oleh lembaga lain itu kita
mengikuti misalnya kemarin hari senin kemarin kita mengisi acara
untuk dolanan anak di UNY seperti itu, kemudian hari minggu
sebelummnya ada lomba macapat di pendopo Kajenan Kotagede dan
kebetulan anak-anak mendapatkan kejuaraan.”(YN, 03/06/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas program mutu di SD Negeri
Suryodiningratan 3 meliputi tambahan jam belajar, ekstrakurikurikuler,
diklat, muatan lokal yaitu bahasa jawa dan membatik, dan IT. NH saff TU
di SD Negeri Suryodiningratan 3 juga menambahkan:
“Kalau untuk keagamaan pertama kali kita disamping belajar dirumah
juga TPA diadakan di sekolah dan setiap pagi sebelum masuk sekitar
jam 06.00 kita dikumpulkan terutama peserta qiro’ah lalu bareng-
bareng belajar.”(NH, 09/09/2014).
Hal ini dilengkapi oleh DA kepala sekolah SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Program sekolah untuk mendukung kebijakan mutu yang pertama
yaitu pelaksanaan muatan lokal dengan adanya pelajaran bahasa jawa
kemudian seni batik. Sedangkan program sekolah yang lain itu yaitu
mengadakan eksrakurikuler yang dapat meningkatkan prestasi siswa
contohnya pramuka, TPA dalam bidang keagamaan kemudian
dibidang seni ada karawitan, tari, juga musik. Sekolah ini atau SD
Negeri Suryodiningratan 3 juga mengadakan Suryodiningratan 3
Mencari Bakat, kegiatan ini untuk menjaring bakat siswa-siswa kami.
Kemudian sekolah ini juga mengikuti berbagai lomba baik di bidang
akademik maupun non akademik. Karena dengan mengikuti lomba ini
akan dapat dilihat prestasi dari warga sekolah termasuk dari siswa,
guru, maupun kepala sekolahnya.” (DA, 14/08/2014)
Pernyataan di atas menyebutkan bahwa selain program tambahan jam
belajar, ekstrakurikurikuler, diklat, muatan lokal yaitu bahasa jawa dan
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membatik, dan IT juga terdapat program TPA. Kegiatan ekstrakurikuler
meliputi pramuka, TPA, karawitan, tari dan seni musik.
Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara tersebut dapat
disimpulkan bahwa program kebijakan mutu akademik meliputi diklat,
tambahan jam belajar, penerimaan siswa baru, lomba akademik, IT, studi
banding atau kunjungan belajar. Sedangkan program non akademik meliputi
kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka, karawitan, seni tari, geguritan,
macapat, dan TPA, selain itu terdapat apel pagi, tata tertib sekolah, kegiatan
sekolah seperti ulangtahun sekolah.
Nilai-nilai budaya SD Negeri Suryodiningratan 3 merupakan nilai-
nilai yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nilai-nilai budaya tersebut
terkait dengan adanya simbol-simbol, slogan, motto, visi misi, atau sesuatu
yang nampak di lingkungan sekolah serta sikap, perilaku, dan gerak-gerik
yang muncul akibat adanya sesuatu yang nampak tersebut. Sesuai hasil
observasi dan dokumentasi terdapat slogan, motto, serta visi dan misi di SD
Negeri Suryodiningratan 3. Slogan dan motto di sekolah ini tertempel di
dinding kelas dengan menggunakan Bahasa Jawa. Sedangkan untuk sikap,
perilaku, dan gerak-geriknya terlihat saat memasuki gerbang sekolah siswa
berjabat tangan dengan guru, apel pagi di halaman sekolah sebelum masuk
kelas dan setiap hati jumat apel pagi dengan menggunakan bahasa jawa
sebagai bahasa pengantarnya, serta membuang sampah pada tempatnya.
Sedangkan dalam bidang agama meliputi TPA, berdoa sebelum masuk
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kelas, sholat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, pengajian, pesantren ramadhan,
dan perayaan hari besar.
Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, SD Negeri
Suryodiningratan 3 menerapkan program unggulan berbasis budaya
bertujuan agar selain siswa memiliki berprestasi akademik juga dalam
bidang non akademik. Setelah adanya program unggulan ini SD Negeri
Suryodiningratan 3 banyak meraih prestasi dalam bidang tersebut. Selain
berlomba-lomba untuk berprestasi dalam bidang akademik, siswa SD
Negeri Suryodiningratan 3 juga berlomba-lomba untuk bakat dalam bidang
non akademik.
4. Pola Pengambilan Keputusan Tentang Kebijakan Mutu
Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam
kebijakan mutu. Sekolah bermutu dapat dicapai dengan melibatkan berbagai
kelompok masyarakat yang peduli dengan dunia pendidikan, karena sekolah
berada pada bagian terdepan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
menentukan kebijakan mutu di sekolah. Pengambilan keputusan dalam
penentuan kebijakan mutu sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3
menganut teori implementasi kebijkakan dari Van Metter dan Van Horn
yang terbagi menjadi dua pendekatan yaitu top down dan bottom up. Hal ini
disampaikan oleh TS selaku Komite Sekolah di SD Negeri Suryodiningratan
3:
“Biasanya pada awal tahun kita mengadakan rapat, dari pihak sekolah
kami lalu diajak pertemuan untuk membahas kebijakan-kebijakan
yang akan dilakukan, karena kebijakan-kebijakan itu tidak hanya dari
pemerintah tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang diputuskan
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diusulkan sendiri-sendiri oleh sekolah bersama komite sekolah.
Komite sekolah selalu mengikuti rapat-rapat. Kalau ada ide-ide baik
dari atas atau dari bawah atau dari sekolah yang dari bawah itu
kemudian dipikirkan bersama. Jadi ada top down-nya juga ada bottom
up-nya. Kalau ada kebijakan dari atas lalu di sosialisasikan
dimusyawarahkan disikapi lalu diputuskan. Kalau ada ide-ide dari
bawah dimuswarahkan kemudian dilakukan dan dijalankan bersama.”
(TS, 27/05/2014)
Selain itu DA selaku kepala sekolah SD Negeri Suryodiningratan 3
juga menyatakan:
“Ada yang dari dinas karena kami harus tunduk atau taat dengan
adanya regulasi pemerintah tetapi kita juga memiliki inisiatif atau
program sendiri dan merupakan keunggulan sekolah, mungkin sekolah
lain tidak memiliki tapi sekolah kami mempunyai untuk meningkatkan
mutu di sekolah ini. Untuk program dari dinas misalnya ada
penerimaan siswa baru, diklat, muatan lokal, IT, kemudian lomba juga
kebijakan sekolah berbasis budaya. Dan ketika kebijakan ini sampai
ke sekolah tetap kepala sekolah yang menentukan dan didukung oleh
guru yang berkompeten dalam program dari dinas tersebut.”
(DA, 14/08/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas peneliti mencoba menganalisis bahwa
pengambilan keputusan di SD Negeri Suryodiningratan 3 menggunakan
teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang terbagi
menjadi dua pola yaitu pengambilan keputusan top down dan bottom up.
Pola top down merupakan kebijakan yang bersasal dari pemerintah untuk
diterapkan di sekolah. Sedangkankan pola bottom up adalah kebijakan yang
berasal dari ide-ide atau gagasan warga sekolah baik itu dari masyarakat,
guru, orangtua, maupun siswa. Hal ini dibenarkan oleh WR selaku guru di
SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Memang disekolah ini terdapat kebijakan top down yang dari
pemerintah atau dinas kemudian ada juga program sekolah atas dasar
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usulan dari guru, komite, dan paguyuban kelas yang disebut dengan
bottom up.”(WR, 06/06/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, kebijakan top down maupun bottom
up tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Hal ini terkait adanya keterlibatan
komite sekolah dan orangtua siswa pada proses pengambilan keputusan
dalam penentuan kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3. SK
selaku komite sekolah menyatakan:
“Berdasarkan kesepakatan komite melalui paguyuban kelas dan
sebagainya orangtua siswa itu disepakati diadakan les untuk beberapa
jam pelajaran. Ketika itu sudah menjadi final berarti diputuskan oleh
komite sekolah, orangtua, dan anggota. Dari komite itu ada keputusan
lalu diserahkan ke kepala sekolah tinggal dilaksanakan oleh sekolah.”
(SK, 27/05/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat partisipasi warga sekolah
dalam proses pengambilan keputusan program tambahan jam belajar, namun
pengambilan keputusan dilakukan oleh paguyuban kelas, komite sekolah,
dan kepala sekolah. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program
sekolah merupakan salah satu syarat pengambilan keputusan yang ideal.
Warga sekolah di SD Negeri Suryodinigratan 3 sangat mendukung program-
program yang ada di sekolah dengan partisipasi mereka dalam menentukan
kebijakan mutu sekolah. Pola pengambilan keputusan kebijakan mutu
dengan pendekatan top down yang telah sampai di sekolah kemudian
sekolah membahas dengan cara musyawarah seperti yang disampaikan oleh
PN selaku guru di SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Tentu saja kita rapatkan terlebih dahulu, terutama setelah kepala
sekolah rapat dari dinas kemudian sekolah merapatkan. Misalnya ada
diklat.”(PN, 09/06/2014)
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Berdasarkan pernyataan di atas, ketika terdapat kebijakan dari dinas
atau pemerintah atau kebijakan top down untuk diterapkan di sekolah, maka
sekolah menindaklanjuti dengan mengadakan rapat sekolah.
Bentuk partisipasi warga sekolah dalam menentukan kebijakan mutu
sekolah disampaikan pula oleh pernyataan NH selaku staf TU di SD Negeri
Suryodiningratan 3:
“Yang ikut terlibat dalam program TPA yaitu warga sekolah. Kalau
yang memutuskan untuk mengambil program ini terutama guru agama
kemudian didukung oleh kepala sekolah dan guru kelas. Kalau IT
yang memutuskan program di sekolah yaitu kepala sekolah namun
tetap meminta pendapat dari operator sekolah.”(NH, 09/06/2014)
Selain itu keterlibatan juga diampaikan oleh pernyataan TS selaku
komite sekolah:
“Kunjungan belajar sebenarnya sudah menjadi tradisi jadi tetap kami
yang menentukan.”
(TS, 27/05/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, dalam proses menentukan program
seluruh warga sekolah ikut terlibat dan pengambil keputusan dilakukan oleh
guru agama, guru kelas, juga kepala sekolah. Sedangkan proses penentuan
program kunjungan belajar yang terlibat yaitu komite sekolah dan
paguyuban kelas dan yang memutuskan adalah komite sekolah.
Dilengkapi oleh pernyataan DA selaku kepala sekolah,
“Untuk pramuka memang itu program dari dinas lalu setelah sampai
ke sekolah yang mengambil keputusan kepala sekolah, dalam proses
program ada guru dan karyawan, juga guru pembina pramuka.
Sedangkan program TPA yang menentukan kepala sekolah, guru,
komite serta guru TPA, kalau ekstra seperti karawitan, tari biasanya
kepala sekolah, guru, dan guru ekstra.”(DA, 14/08/2014)
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WR selaku guru SD Negeri Suryodiningratan 3 juga menambahkan,
“Tidak seperti dulu saat masih ada BP3 sebelum sekolah gratis itu
memang pertemuannya agak banyak jadi setelah model saat ini
pertemuannya hanya dikala saat ada event misalnya ada hari jadi
sekolah ini kita guru-guru mengadakan terlebih dahulu kemudian kita
lapor ke komite sekolah dan pada saat final kita mengundang
masyarakat sekitar kemudian masyarakat, orangtua siswa, RT/RW,
pihak kelurahan, kecamatan, dari puskesmas dan juga dari Dinas
pendidikan dan Dinas Kebudayaan juga.”(WR, 04/06/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, proses penentuan program pramuka
diputuskan oleh kepala sekolah dengan keterlibatan guru. Sedangkan
program ulangtahun sekolah dengan pengambilan keputusan yaitu guru,
kepala sekolah, dan komite sekolah. Selain program diatas terdapat pula
program apel pagi, tata tertib sekolah, dan kegiatan khusus sekolah seperti
ulang tahun sekolah. Dalam program ini tetap melibatkan seluruh unsur
warga sekolah. PN selaku guru SD Negeri Suryodiningratan 3 menyatakan,
“Program apel pagi itu yang menentukan programnya yaitu guru yang
didukung oleh paguyuban kelas juga kepala sekolah, selain itu
program tata tertib sekolah juga melibatkan warga sekolah namun
yang memutuskan tetap ada kepala sekolah, guru, dan paguyuban
kelas. Sedangkan program khusus ulangtahun sekolah sama ya seperti
program apel pagi dan tata tertib dengan melibatkan guru dan kepala
sekolah namun untuk program ini pengambilan keputusan ditambah
dengan komite sekolah.”(PN, 09/06/2014)
Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan WR selaku guru di SD
Negeri Suryodiningratan 3,
“Memang program yang dari bawah itu banyak diusulkan dari guru,
komite dan paguyuban kelas. Misalnya apel pagi dan tata tertib
sekolah itu yang mengambil keputusan guru namun didukung oleh
peguyuban kelas dan paguyuban kelas. Ada juga program kegiatan
khusus sekolah seperti karnaval dan ulangtahun sekolah yang
mengambil keputusan guru dengan dukungan dari kepala sekolah dan
komite sekolah.”(WR, 06/06/2014)
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Berdasarkan pernyataan di atas, pengambilan keputusan bottom up
program apel pagi, tata, tertib sekolah, dan kegiatan khusus sekolah
pengambil keputusannya yaitu guru dengan dukungan dari kepala sekolah
dan peguyuban kelas.
5. Faktor Pendukung dan Penghambat tentang Kebijakan Mutu
Pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan mutu di SD
Negeri Suryodiningratan 3 ini tidak selalu mengalami jalan yang lurus,
dapat dikatakan terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam
pengambilan keputusan, hal ini disampaikan oleh DA selaku kepala sekolah
SD Negeri Suryodiningratan 3:
“Adanya komitmen yang tinggi dari warga sekolah. Kemusian adanya
dukungan dari komite sekolah dan paguyuban kelas karena tanpa
dukungan mereka nanti program sekolah tidak akan berjalan dengan
sempurna. Kemudian sumber daya manusia dari guru dan karyawan
juga ada yang mendukung contohnya untuk program kesenian
karawitan dan macapat beberapa guru dan karyawan itu bisa menjadi
narasumber dari kegiatan ini karena mereka mampu. Kemudian ada
alokasi dana dari APBS walaupun tidak 100% teranggarkan dalam
APBS.”(DA, 14 Agustus 2014)
Ditambahkan dengan pernyataan dari TS salaku ketua komite sekolah
di SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Pendukungnya yaitu keinginan motivasi dari para guru dan kepala
sekolah. Saya tidak begitu tahu yang karyawan. Kalau yang tidak
mendukung tentang adanya regulasi guru tentang keputusan 5 menteri
tentang penataan guru.”(TS, 27 Mei 2014)
Pernyataan di atas ditambah pula dengan pendapat dari SK selalu
sekretaris komite sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Faktor pendukung terdapat usulan-usulan dari orangtua siswa dan
tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki visi dan misi kerangka yang
bagus untuk meningkatkan mutu. Penghambatnya yaitu terdapat
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orangtua siswa yang kurang mendukung dalam penentuan program
sekolah misalnya pada saat diadakan rapat untuk membeicarakan
program sekolah tidak pernah menghadiri. Jadi, ketika telah menjadi
kebijakan dan keputusan bersama saya mendukung pelaksanaannya
konsekuensinya harus aktif, harus melibatkan diri supaya tidak
mengecewakan berbagai pihak baik itu dari pihak sekolah ataupun
pihak dari orangtua siswa. Kita selalu mendukung kegiatan-kegiatan
yang istilahnya untuk meningkatkan mutu misalanya adanya les
tambahan, ekstrakurikuler, outbond, untuk mendukung anak saya yang
yang bersekolah disekolah ini agar menjadi di sekolah ini.”
(SK, 27 Mei 2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa faktor
pendukung dalam menentukan kebijakan mutu di SD Negeri
Suryodiningratan 3 yaitu adanya komitmen yang tinggi dari warga sekolah,
adanya motivasi yang tinggi dari guru dan karyawan, dukungan dari komite
sekolah dan paguyuban kelas dengan melakukan usulan-usulan mengenai
kebijakan mutu sekolah, karena tanpa dukungan mereka nanti program
sekolah tidak akan berjalan dengan sempurna, sumber daya manusia dari
guru dan karyawan juga ada yang mendukung contohnya untuk program
kesenian karawitan dan macapat beberapa guru dan karyawan itu bisa
menjadi narasumber dari kegiatan ini karena mereka mampu, ada alokasi
dana dari APBS walaupun tidak 100% teranggarkan dalam APBS. Faktor
penghambatnya yaitu adanya regulasi guru tentang keputusan 5 menteri
tentang penataan guru dan kurang keaktifan pengurus komite sekolah.
Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh NN salah satu pengurus
paguyuban kelas di SD Negeri Suryodiningratan 3:
“Fasilitas, biaya, dan walaupun ada BOS tapi penggunaannya sudah
ada ketentuan. Kalau faktor pendukungnya yaitu adanya kerjasama
yang baik antara komite, guru, dan kepala sekolah.”(NN, 27/05/2014)
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Senada dengan pernyataan WR salah satu guru di SD Negeri
Suryodiningratan 3:
“Ada beberapa guru di sekolah ini yang memiliki kompeten dalam
bidang, misalnya pak Yuwono itu basicnya tari yang dulunya memang
guru di Natialaksita itu punyanya Pak Didik. Kemudian ada guru
karawitan yang memang basicnya dari ISI dan satu guru lagi Bu Erni
Sri Winarsih yang dulunya memang perias tari. Selain itu
pendukungnya yaitu kita peduli dengan program di sekolah kalau
penghambatnya masalah dana dan guru sering mengeluarkan uang
dari kantongnya sendiri.”(WR, 04/06/2014).
NH staf TU SD Negeri Suryodiningratan 3 juga menambahkan,
“Faktor pendukungnya yaitu adanya Lab. ICT EQEP yang baru
diresmikan KOMINFO lewat Dinas DIY. Selain itu, koneksi internet
2MB yang sangat bermanfaat untuk server kemdikbud. Faktor
penghambatnya yaitu pengetahuan tentang IT guru karena sebagian
besar guru belum bisa menggunakan komputer, keterbatasan
anggaran dari pemerintah, juga kerjasama antar admin masih perlu
ditingkatkan.”(NH, 09/07/2014).
EH selaku pengurus paguyuban kelas juga menambahkan,
“Pendukungnya yaitu adanya dukungan dari seluruh anggota rapat
tentang program di sekolah, sedangkan penghambatnya yaitu ada yang
tidak mendukung.”(EH, 27/05/2014).
Selain adanya faktor pendukung dalam menentukan kebijakan mutu
juga terdapat faktor yang menghambatnya hal ini sesuai dengan pernyataan
DA, selaku kepala sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3,
“Belum semua warga sekolah aktif 100%, lainya hanya mengikuti dari
pendapat dari temannya. Meskipun seperti itu, namun dalam
pelaksanaannya semuanya dapat terlibat, karena keaktifan warga
sekolah ditentukan juga oleh kemampuan untuk menganalisis
kebutuhan.”
(DA, 14/08/2014)
Berdasarkan pernyataan di atas, faktor pendukung lainnya yaitu
kerjasama antara komite, guru, dan kepala sekolah, guru-guru yang
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memiliki basic seni budaya, adanya Lab. ICT EXEP yang baru diresmikan
KOMINFO lewat Dinas DIY juga koneksi internet 2MB yang sangat besar
menfaat untuk server Kemdikbud, dan adanya persetujuan dalam
pengambilan keputusan dari seluruh pihak sekolah. Faktor penghambat
lainnya yaitu berasal dari fasilitas yang kurang, kurangnya pengetahuan
tentang IT karena banyak guru yang belum bisa menggunakan komputer,
keterbatasan anggaran dari pemerintah, kurangnya kerjasama antar admin




Daming dalam Arcaro (2006), mutu berarti pemecahan untuk
mencapai penyempurnaan terus-menerus. Untuk mencapai mutu tersebut
maka diperlukan suatu kebijakan. Kebijakan (Nurkholis, 2004) ini sendiri
merupakan suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi
pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara
matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-
kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan
aturan-aturan keputusan, maka dari itu untuk mencapai sekolah yang
bermutu maka diperlukan kebijakan mutu yang telah dipikirkan bersama
guna dijadikan dasar atau patokan untuk pencapaian mutu. Kebijakan mutu
di sekolah tertuang pada visi misi sekolah serta harapan seluruh warga
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sekolah. Berikut ini merupakan persepsi kebijakan mutu dari kepala
sekolah, guru, dan komite sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3:
Tabel 8. Deskripsi Kebijakam Mutu
Subjek Deskripsi Kebijakan Mutu
Kepala Sekolah
Kebijakan merupakan acuan yang
menjadi dasar perencanaan dan
pelaksanaan untuk mencapai sasaran
mutu yang diinginkan atau dicita-
citakan oleh sekolah.
Guru
1. Kebijakan mutu terkait visi dan
misi di sekolah.
2. Kebijakan mutu adalah upaya-
upaya dalam rangka meningkatkan
mutu pendidikan ke arah yang
lebih baik.
3. Kebijakan mutu pendidikan
merupakan suatu kebijakan atau
langkah atau keputusan yang
diambil untuk meningkatkan mutu
pendidikan.
Komite Sekolah
1. Kebijakan mutu merupakan
kebijakan dari pemerintah.
2. Kebijakan mutu meliputi mutu
akademik dan non akademik. Jadi
kalau prestasinya tinggi ya
mutunya baik. Kalau juara-
juaranya banyak yang dicapai ya
artinya mutunya baik.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang
kebijakan mutu menurut kepala sekolah telah dipahami dengan baik, yaitu
kebijakan mutu merupakan acuan yang menjadi dasar perencanaan dan
pelaksanaan untuk mencapai sasaran mutu yang diinginkan atau dicita-
citakan oleh sekolah. Persepsi yang sama juga disampaikan oleh guru SD
Negeri Suryodiningratan 3 yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan
upaya-upaya yang ditujukan pada peningkatan mutu pendidikan yang
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tertuang pada visi dan misi sekolah. Kebijakan mutu juga dimaknai berbeda
oleh komite sekolah bahwa kebijakan mutu merupakan kebijakan dari
pemerintah. Persamaan dari persepsi tersebut yaitu kebijakan mutu
merupakan suatu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Sedangkan persepsi yang berbeda yaitu terdapat pada pengambil keputusan,
kepala sekolah dan guru berpendapat bahwa kebijakan mutu yang
menentukan adalah sekolah namun pendapat dari komite sekolah
menyebutkan bahwa kebijakan mutu ditentukan oleh pemerintah. Meskipun
demikian, secara umum stakeholder sekolah belum dapat mengambil
keputusan dalam menentukan kebijakan mutu secara sempurna karena
terdapat guru dan staf TU belum dapat memaknai kebijakan mutu.
Kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3 terbagi menjadi dua
jenis yaitu dibidang akademik dan non akademik. Kebijakan mutu yang ada
di SD Negeri Suryodiningratan 3 adalah sebagai berikut:
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Tabel 9. Kebijakan Mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3
Jenis Kebijakan Mutu Deskripsi Contoh Program
Akademik 1. Mutu dari akademik
dinilai dari
pengetahuan.















6. Studi banding atau
kunjungan belajar

























Berdasarkan tabel di atas deskripsi dari mutu akademik menurut salah
satu guru yaitu mutu sekolah yang menekankan pada pengetahuan seperti
penambahan jam belajar, pelatihan (diklat) guru, studi banding, dan
kompetisi ataupun lomba. Sedangkan mutu non akademik yaitu mutu
sekolah yang lebih menekankan pada aspek sikap dan ketrampilan seperti
apel pagi, kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi pramuka, karawitan, seni
tari, paduan suara, dan TPA/ Qiroah, tata tertib sekolah, piket kebersihan,
serta sholat berjamaah.
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2. Pola Pengambilan Keputusan tentang Kebijakan Mutu
Salusu (2006 : 47) pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu
alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses
itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pernyataan ini
menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan,
membutuhkan beberapa langkah. Pengambilan keputusan sangat penting
dalam menentukan kebijakan mutu di sekolah karena pola pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh suatu sekolah tersebut akan berdampak
kepada proses kebijakan mutu sendiri di sekolah. Pola pengambilan
keputusan dalam menentukan kebijakan mutu yang ada di SD Negeri
Suryodiningratan 3 menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van
Meter dan Van Horn yang terbagi menjadi dua pola yaitu pengambilan
keputusan top down dan bottom up. Kebijakan top down adalah kebijakan
yang dikeluarkan dari pemerintah untuk diterapkan di sekolah. Sedangkan
bottom up adalah kebijakan yang berasal dari gagasan atau ide masyarakat,
guru, orangtua dan siswa. Secara lebih rinci gambaran pola pengambilah
keputusan terdapat pada tabel 9 berikut ini:
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Tabel 10. Pola Pengambilan Keputusan Top Down
No. Program PengambilKeputusan Keterlibatan
Akademik







































Berdasarkan tabel di atas, pengambilan keputusan yang bersifat top
down akademik tidak hanya dilakukan oleh dinas dan kepala sekolah, tetapi
juga guru yang berkompeten dibidang program tersebut sedangkan
pengambilan keputusan program top down non akademik dilakukan oleh
dinas pendidikan, kepala sekolah, juga guru yang berkompeten di dalam
program tersebut. Sementara untuk proses penentuan program melibatkan
seluruh unsur warga sekolah.
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Tabel 11. Pola Pengambilan Keputusan Bottom Up
Adapun kebijakan yang bersifat bottom up yaitu kebijakan yang
memuat ide-ide atau gagasan dari masyarakat, orangtua, dan siswa secara
garis besar pengambil keputusan yaitu baik akademik dan non akademik
selain kepala sekolah juga melibatkan komite sekolah dan paguyuban kelas
dengan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah dalam proses
penentuan program sekolah. Dari gambaran tersebut terdapat dinamika di
dalam proses pengambilan keputusan di SD Negeri Suryodiningratan 3
yang tidak hanya seseorang tetapi sudah membentuk networking atau
No. Program PengambilKeputusan Keterlibatan
Akademik
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kebersamaan. Gambaran pengambilan keputusan di SD Negeri
Suryodiningratan 3 sudah memenuhi keputusan yang ideal karena terdapat
dinamika dari pola top down dan bottom up dan telah melibatkan semua
unsur yang ada di sekolah. Demikian juga keputusan tersebut menjadi
sangat kuat karena adanya partisipasi dari masyarakat.
3. Faktor Pendukung Kebijakan Mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3
Kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3 diperlukan fakor
pendukung yang tidak hanya dilihat dari proses pengambilan keputusan
tetapi juga proses menjalankan program di sekolah. Faktor pendukung yaitu
adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dari warga sekolah, dukungan
dan kerjasma dari komite sekolah dan paguyuban kelas, guru dan karyawan,
warga sekolah melakukan usulan-usulan mengenai kebijakan mutu sekolah,
sumber daya manusia dari guru dan karyawan juga ada yang mendukung
program kebijakan mutu di sekolah, ada alokasi dana dari APBS walaupun
tidak 100% teranggarkan dalam APBS, adanya Lab. ICT EQEP yang baru
diresmikan KOMINFO lewat Dinas DIY juga koneksi internet 2MB yang
sangat besar menfaat untuk server Kemdikbud untuk mendukung program
IT di sekolah, dan adanya persetujuan dalam pengambilan keputusan dari
seluruh pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama serta
kepedulian antara komite, guru, dan warga sekolah sangat bagus dilihat dari
adanya komunikasi serta partisipasi dalam menjalankan program di sekolah.
Hal ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi agar mutu di sekolah
dapat tercapai dan berjalan lancar.
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4. Faktor Penghambat Kebijakan Mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3
Faktor yang menghambat dalam menentukan kebijakan mutu di
sekolah meliputi adanya regulasi guru tentang keputusan 5 menteri tentang
penataan guru, fasilitas yang belum memadai, kurangnya pengetahuan
tentang IT karena banyak guru yang belum bisa menggunakan komputer,
keterbatasan anggaran dari pemerintah, kurangnya kerjasama antar admin,






1. Pola Pengambilan Keputusan tentang Kebijakan Mutu Sekolah di SD
Negeri Suryodiningratan 3
Kebijakan mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3 meliputi kebijakan
mutu akademik dan non akademik yang bertujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan di sekolah. Pengambilan keputusan dalam menentukan
kebijakan mutu sekolah di SD Negeri Suryodiningratan 3 terbagi menjadi
dua pola yaitu pola top down dan bottom up. Pengambilan keputusan secara
garis besar dilakukan oleh kepala sekolah baik program akademik dan non
akademik dengan melibatkan komite sekolah serta paguyuban kelas dengan
melibatkan semua unsur yang ada di sekolah dalam proses penentuan
program sekolah. Berdasarkan gambaran tersebut terdapat dinamika di
dalam proses pengambilan keputusan di SD Negeri Suryodiningratan 3
yang tidak hanya seseorang tetapi sudah membentuk networking atau
kebersamaan. Gambaran pengambilan keputusan di SD Negeri
Suryodiningratan 3 sudah memenuhi keputusan yang ideal karena ada
dinamika dari pola top down dan bottom up dan telah melibatkan semua
unsur yang ada di sekolah. Demikian juga keputusan tersebut menjadi
sangat kuat karena adanya partisipasi masyarakat.
2. Faktor Pendukung Kebijakan Mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3
Faktor pendukung dalam penentuan kebijakan mutu di SD Negeri
Suryodiningratan 3 yaitu: adanya komitmen, motivasi, dukungan,
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komunikasi dan kerja sama dari warga sekolah, adanya alokasi dana dari
APBS, fasilitas IT yang mendukung, adanya partisipasi dari warga sekolah
dalam mendukung program sekolah.
3. Faktor Penghambat Kebijakan Mutu di SD Negeri Suryodiningratan 3
Faktor yang menghambat dalam penentuan kebijakan mutu di sekolah
meliputi: kurangnya kekompakan guru setelah kebijakan regrouping
sekolah, adanya regulasi guru tentang mutasi guru, kurangnya fasilitas
dalam bidang non akademik, pengetahuan IT guru masih kurang,
keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya kerjasama antar
admin sekolah.
B. Saran
1. Pengambilan keputusan dalam kebijakan mutu akan berjalan optimal
apabila didukung dengan keterlibatan warga sekolah.
2. Pengambilan keputusan dapat berjalan optimal apabila terdapat sarana
prasarana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
3. Kebijakan mutu perlu pengembangan profesionalisme guru terutama
dalam kemampuan IT.
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Lampiran 1. Pedoman Observasi
PEDOMAN OBSERVASI
Observasi mengenai Pengambilan Keputusan tentang Kebijakan Mutu
Sekolah meliputi :
1. Lokasi dan Keadaan sekolah SD Negeri Suryodiningratan 3
a. Alamat/Lokasi sekolah
b. Lingkungan sekitar sekolah
c. Bangunan sekitar sekolah
d. Akses menuju sekolah
2. Kondisi dan Fasilitas yang ada di SD Negeri Suryodiningratan 3
a. Sarana dan Prasarana
b. Gedung/bangunan sekolah
c. Ruang Kelas
d. Keadaan Lingkungan sekolah
e. Kegiatan Ekstrakurikuler
3. Kegiatan Sekolah
a. Pelaksanaan program-program sekolah
b. Proses pengambilan keputusan pada program-program sekolah
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Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi
PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Arsip Sekolah
a. Data kelulusan siswa tiga tahun terakhir





Lampiran 3. Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara Guru dan Karyawan
1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai kebijakan mutu sekolah?
2. Apa saja program untuk mendukung kebijakan mutu di sekolah ini?
3. Siapa yang terlibat dalam proses penentuan program di sekolah?
4. Siapa pengambil keputusan program di sekolah?
5. Apa saja faktor yang mendukung dalam menentukan program di sekolah?
6. Apa saja faktor yang menghambat dalam menentukan program di sekolah?
B. Wawancara Komite
1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai kebijakan mutu sekolah?
2. Apa saja program untuk mendukung kebijakan mutu di sekolah ini?
3. Bagaimana proses penentuan kebijakan mutu di sekolah ini?
4. Siapa yang terlibat dalam proses penentuan program di sekolah?
5. Siapa pengambil keputusan program di sekolah?
6. apa saja faktor yang mendukung penentuan program di sekolah?
7. Apa saja faktor yang menghambat dalam menentukan program di sekolah?
C. Wawancara Orangtua Siswa
1. Bagaimana bentuk dukungan Bapak/Ibu untuk kebijakan mutu di sekolah?
2. Apa saja program untuk mendukung kebijakan mutu di sekolah ini?
3. Apa saja faktor yang mendukung penentuan program di sekolah?
4. Apa saja faktor yang menghambat dalam menentukan program di sekolah?
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Tanggal : 10 Februari 2014
Pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB saya datang ke SD Negeri
Suryodiningratan 3 dengan tujuan meminta izin ke sekolah untuk melakukan pra
penelitian guna menentukan setting penelitian untuk skripsi. Ketika peneliti
datang disambut baik oleh petugas keamanan sekolah kemudian diantar keruang
kepala sekolah. Setelah meminta izin untuk mengadakan pra penelitian akhirnya
peneliti diizinkan untuk melakukan pra penelitian di SD Negeri Suryodiningratan
3. Dikarenakan proposal penelitian belum selesai maka kepala sekolah
mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di sekolah ketika surat izin dari
fakultas sudah kepala sekolah terima.
Obsevasi 2
Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Februari 2014
Pagi sekitar pukul 09.00 WIB ketika DIY mengalami hujan abu dari
meletusnya Gunung Kelud, peneliti berkunjung SD Negeri Suryodiningratan 3
untuk menghadiri rapat komite dan paguyuban kelas. Saya mengikuti rapat yang
dipimpin oleh kepala sekolah SD Negeri Surydiningratan 3 dan ketua komite.
Ketika datang ke acara rapat saya disambut baik oleh seluruh anggota rapat pagi
hari itu. Rapat tersebut pada awalnya akan membahas pembaharuan visi dan misi
sekolah, program sekolah seperti pengadaan seragam batik untuk siswa, tambahan
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jam pelajaran, pramuka penghijauan sekolah, study tour ke museum, serta
kegiatan ekstrakurikuler seperti kesenian, agama, dan olahraga. Sebelum dimulai
musyawarah kepala sekolah mengabsen masing-masing paguyuban kelas 1
samapai dengan kelas 6 apakah sudah hadir seluruhnya. Setelah selesei maka
salah seorang pengurus paguyuban kelas mengusulkan agar komite sekolah
memperkenalkan pengurus komite yang lainnya karena dirasa sudah tidak aktif.
Setelah membicarakan pengurus komite sekolah dan akirnya ditambah
pengurusnya maka dilanjutkan dengan membicarakan program tambahan jam
pelajaran. Musyawarah program sekolah tambahan jam belajar dimusyawarahkan
bersama-sama. Pendapat atau usulan dari guru dan pengurus paguyuban banyak
yang ditampung dan dilanjutkan sampai mencapai mufakat. Pada program
tambahan belajar ini keputusan program dilakukan oleh paguyuban kelas, komite
sekolah, dan kepala sekolah. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan
rencana pengadaan batik sekolah, rencana ini atas dasar usulan dari dinas,
pengawas sekolah, juga orangtua. Setelah itu dilanjutkan dengan program




Tanggal : 22 Februari 2014
Pagi hari ini saya datang lebih awal untuk mengikuti apel pagi. Namun
saya terlambat datang sehingga hanya dapat mengamati apel pagi dari luar
bersama guru, karyawan, juga siswa yang terlambat datang ke sekolah. Setelah
selesai apel pagi kemudian pintu gerbang dibuka, dan saya kemudian masuk
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menuju ruang TU. Setelah sampai di kantor TU peneliti melihat ada sebagian
siswa meminta kepada petugas perpustakaan untuk membukakan pintu, namun
petugas perpustakaan tidak membukakannya dengan alasan perpustakaan sekolah
masih dibersihkan. Selain itu peneliti juga meneliti dokumen surat masuk mulai
tanggal 20 Mei 2013. Peneliti mengamati terdapat beberapa kebijakan dari dinas
untuk meningkatkan mutu di sekolah meliputi edaran minat guru UKS,
pembinaan mental dan spiritual bagi PNS, program EDS dari LPMP Propinsi
DIY, pelaksanaan kinerja guru, panggilan mengikuti PLPG, pekan etika budaya
pelajar, sosialisasi penerapan kurikulum 2013, bimtek penyusunan SOP, evaluasi
IKM, dan program penataran guru. Ketika waktu menunjukkan pukul 08.30 WIB
peneliti mengamati kelas 1 sampai dengan kelas 6 sedang mengikuti kegiatan
TPA, terlihat sepatu siswa berada diluar ruang kelas, sekolah begitu bersih,




Tanggal : 27 Mei 2014
Pagi sekitar pukul 08.30 saya datang ke SD Negeri Suryodiningratan 3
untuk mengikuti rapat paguyuban kelas 6 dan wawancara. Saya datang ke sekolah
paling awal karena saya belum melihat satupun anggota rapat yang hadir ke
sekolah. Saya kemudian duduk sambil menunggu di depan ruang kantor guru.
Dari depan kantor guru saya mengamati halaman SD Negeri yang luas, nyaman,
tidak panas karena terdapat pohon-pohon besar di halaman sekolah, terlihat hijau
karena disekeliling halaman sekolah dikelilingi taman juga terdapat tempat duduk
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didepan ruang kelas dilantai dasar. Ruang kelas yang peneliti amati terlihat
bersih, meja kursi serta sarana penunjang lainnya cukup layak pakai. Tidak lupa
peneliti juga mengamati pos satpam di dekat pintu gerbang sekolah. Ketika waktu
menunjukkan pukul 09.30 WIB rapatpun dimulai yang diikuti oleh ketua komite
sekolah, sekretaris komite sekolah, juga pengurus peguyuban kelas 6 tidak ada
guru yang menghadiri rapat ini. Dalam rapat ini akan diadakan program karya
wisata juga kegiatan akhir tahun. Pengambilan keputusan dilakukan oleh komite
sekolah dengan proses musyawarah. Dari orangtua siswa ada yang memberikan
usulan agar karya wisata ditanyakan terlebih dahulu kepada anak-anaknya apakah
mereka inging berekrasi. Sekitar pukul 13.48 WIB akhirnya rapat diakhiri
kemudian peneliti melanjutkan untuk mewawancarai ketua komite sekolah,
sekretaris komite sekolah, dan dua orangtua siswa yang kedudukannya sebagai
pengurus paguyuban kelas 6. Wawancara selesai sekitar pukul 14.49 WIB.
Observasi 5
Hari : Senin
Tanggal : 2 Juni 2014
Pada hari ini saya datang ke sekolah lebih pagi. Sebelum memasuki
sekolah siswa sudah disambut program senyum, sapa, salam oleh guru dengan
berjabat tangan satu-per satu. Tak lama kemudian bel sekolah berbunyi dan
seluruh guru, karyawan dan siswa segera menuju ke halaman sekolah untuk
mengikuti apel pagi. Apel pagi ini diawali dengan penghormatan kepada sang
merah putih, menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian dilanjutkan dengan
berdoa bersama yaitu surat Al-Fatihah, Doa mau belajar, dan doa untuk kedua
orangtua. Setelah selesai kemudian siswa satu per satu bersalaman dengan guru-
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guru ketika akan memasuki ruang kelas masing-masing. Kemudian saya menuju
ruang guru dengan tujuan mewawancarai beberapa guru. Namun, karena sedang
akan mengajar maka peneliti meminta waktu kepada guru waktu wawancara
dapat peneliti lakukan. Akhirnya Ibu YN bersedia untuk diwawancarai besok
pagi. Kemudian sekitar pukul 11.00 yaitu pada waktu istirahat kedua peneliti
mengamati beberapa siswa sedang membaca di depan kelas juga di halaman.
Siswa-siswa tersebut membaca dan meminjam buku di perpustakaan keliling.
Observasi 6
Hari : Selasa
Tanggal : 3 Juni 2014
Hari ini peneliti datang ke sekolah untuk bertemu dengan Ibu Yunita
yang akan menjadi responden dari wawancara peneliti. Wawancara dilakukan
sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di kantor TU. Setelah selesai
mewawancarai Ibu Yunita peneliti kemudian keluar kantor TU dan mendapati
siswa menunggu jemputan sambil memainkan pianika. Ada pula siswa yang
sedang bermain di halaman sekolah dan di depan kelas.
Observasi 7
Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juni 2014
Siang sekitar pukul 11.30 saya datang ke sekolah untuk bertemu dengan
Bapak Warto. Saya melakukan wawancara dengan Bapak WR yang berkaitan
dengan judul selama kurang lebih satu jam. Bapak WR menyambut saya dengan
ramah sehingga wawancara yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar.
Dari pertemuan ini saya mendapat banyak informasi mengenai pengambilan




Tanggal : 5 Juni 2014
Siang sekitar pulul 12.00 WIB saya datang ke sekolah. Saya datang ke
sekolah untuk mewawancarai Bapak YW. Setelah selesai mewawancarai Bapak
YW saya kemudian masuk ke ruang-ruang kelas baik yang ada di lantai 1
maupun 2.Di depan kelas terdapat plang ruang kelas yang berbahasa Inggris dan
disertai dengan tulisan aksara jawa beserta nama guru. Di ruang kelas saya
mendapati bangku kelas yang tertata rapi, kotak P3K yang berada di depan
kelas, gambar wayang, motto, dan hasil karya siswa yang dipajang di dinding
bagian belakang. Kemudian saya menuju ke parkiran sepeda siswa yang terletak
di belakang kelas. Sepeda sudah tertata dengan rapid an tidak banyak siswa yang
memakai sepeda di sekolah ini
Observasi 9
Hari : Senin
Tanggal : 9 Juni 2014
Pagi itu sekitar pukul 08.00 saya datang ke SD Negeri Suryodiningrtan 3
untuk wawancara dengan Bapak NH. Setelah selesai wawancara saya kemudian
mengamati dinding luar kelas yang terdapat slogan dan motto yang
menggunakan bahasa Jawa, hasil karya siswa yaitu menggambar, serta slogan




Tanggal : 18 Juli 2014
Pagi itu saya datang ke sekolah untuk mengikuti apel pagi. Pada hari jumat
apel pagi menggunakan bahasa jawa sebagai pengantarnya. Seperti apel biasanya
apel pagi diawali dengan menyanyikan lagu wajib nasional, penghormatan kepada
sang merah putih, serta berdoa sebelum memasuki kelas. Namun sebelum berdoa
kepala sekolah memberikan motivasi dan pengumuman kepada siswa dan guru.
Observasi 11
Hari : Kamis
Tanggal : 14 Agustus 2014
Pagi sekitar pukul 08.00 saya datang ke SD Negeri Suryodiningratan 3
untuk wawancara dengan Ibu DA. Setelah wawancara dengan ibu DA selesai
kemudian peneliti mengamati di ruang kantor kepala sekolah terdapat banyak
piala yang diletakkan di almari piala yang tertata rapi.
Observasi 12
Hari : Jumat
Tanggal : 5 September 2014
Sekitar pukul 12.30 saya datang ke sekolah untuk menguji keabsahan
data dengan metode trianggulasi data. Saya menanyakan kembali kepada kepala
sekolah, bapak WR, Bapak YW, dan Ibu PN mengenai pola pengambilan
keputusan di SD Negeri Suryodiningratan 3.
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Lampiran 5.
WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Responden : Bapak TS
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2014
Peneliti : Apa yang Bapak ketahui mengenai kebijakan mutu?
Bapak TS : Kebijakan mutu meliputi mutu akademik dan non akademik.
Sekolah prestasinya tinggi dan mendapatkan banyak kejuaraan
artinya mutunya baik. Mutu sekolah meliputi mutu siswa, mutu
guru, dan lainnya. Guru di sekolah ini terlihat sudah bagus, guru
kelas 6 sekarang seperti Pak Warto, beliau sudah lama mengajar
kelas 6 dan nilai ujian akhirnya stabil.
Peneliti : Apa saja program sekolah untuk mendukung kebijakan
mutu?
Bapak TS : Biasanya pada awal tahun kita mengadakan rapat, dari pihak
sekolah kami lalu diajak pertemuan untuk membahas kebijakan-
kebijakan yang akan dilakukan, karena kebijakan-kebijakan itu
tidak hanya dari pemerintah tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang
diputuskan diusulkan sendiri-sendiri oleh sekolah bersama komite
sekolah. Komite sekolah selalu mengikuti rapat-rapat. Kalau ada
ide-ide baik dari atas atau dari bawah atau dari sekolah yang dari
bawah itu kemudian dipikirkan bersama. Jadi ada top downnya juga
ada bottom upnya. Kalau ada kebijakan dari atas lalu di
sosialisasikan dimusyawarahkan disikapi lalu diputuskan. Kalau
ada ide-ide dari bawah dimuswarahkan kemudian dilakukan dan
dijalankan bersama.
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Peneliti : Komite sekolah sering terlibat dalam musyawarah program
apa saja pak?
Bapak TS : Kalau ada lomba kami sering diajak, kunjungan belajar juga, saat
pembentukan tata tertib sekolah komite juga terlibat karena tata
tertib di sekolah kan memang harus disetujui oleh seluruh warga
sekolah.
Peneliti : Siapa yang memutuskan program kunjungan belajar pak??
Bapak TS : Kunjungan belajar sebenarnya sudah menjadi tradisi jadi tetap
kami yang menentukan.
Peneliti : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
penentuan kebijakan mutu?
Bapak TS : Pendukungnya yaitu keinginan motivasi dari para guru dan
kepala sekolah. Saya tidak begitu tahu yang karyawan. Kalau
yang tidak mendukung tentang adanya regulasi guru tentang
keputusan 5 menteri tentang penataan guru.
Peneliti : Bentuk dukungan bapak untuk menentukan kebijakan
mutu di sekolah ini?
Bapak TS : Keikutsertaan untuk memikirkan bersama misalnya pada awal
tahun kita berikan konsep, ketika akan disosialisasikan
didampingi lagi. Tak hanya itu saya datang terus menerus ke
sekolah ini ketika saya tidak ada acara.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Responden : Bapak SK
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2014
Peneliti : Menurut Bapak, apa pengertian dari kebijakan mutu
menurut Bapak?
Bapak SK : Kebijakan mutu adalah kebijakan dari pemerintah. Contoh mutu
pendidikan yaitu kurikulum 2013. Kebijakan sekolah yang
didukung oleh komite sekolah yang dulu adalah meningkatkan
kualitas guru professional. Ketika terdapat guru yang belum
berijazah S1 salah satu kebijakan mutunya yaitu memberikan b
program bantuan S1 kepada guru yang belum S1. Jadi, kebijakan
mutu yang diambil disekolah ini mengikuti kebijakan mutu dari
pemerintah.
Peneliti : Siapa yang mengambil keputusan dari program tambahan
belajar di sekolah ini pak?
Bapak SK : Berdasarkan kesepakatan komite melalui paguyuban kelas dan
sebagainya orangtua siswa itu disepakati diadakan les untuk
beberapa jam pelajaran. Ketika itu sudah menjadi final berarti
diputuskan oleh komite sekolah, orangtua, dan anggota. Dari
komite itu ada keputusan lalu diserahkan ke kepala sekolah tinggal
dilaksanakan oleh sekolah.
Peneliti : Faktor pendukung dan penghambat dalam menentukan
program?
Bapak SK : Faktor pendukung terdapat usulan-usulan dari orangtua siswa dan
tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki visi dan misi kerangka
yang bagus untuk meningkatkan mutu. Penghambatnya yaitu
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terdapat orangtua siswa yang kurang mendukung dalam penentuan
program sekolah misalnya pada saat diadakan rapat untuk
membeicarakan program sekolah tidak pernah menghadiri. Jadi,
ketika telah menjadi kebijakan dan keputusan bersama saya
mendukung pelaksanaannya konsekuensinya harus aktif, harus
melibatkan diri supaya tidak mengecewakan berbagai pihak baik
itu dari pihak sekolah ataupun pihak dari orangtua siswa. Kita
selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang istilahnya untuk
meningkatkan mutu misalanya adanya les tambahan,
ekstrakurikuler, outbond, untuk mendukung anak saya yang yang
bersekolah disekolah ini biar menjadi di sekolah ini.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2014
Narasumber : Ibu DA
Peneliti : Apa yang Ibu ketahui tentang kebijakan mutu sekolah?
Ibu DA : Kebijakam mutu menurut merupakan acuan yang menjadi dasar
perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai sasarn mutu yang
diinginkan atau dicita-citakan oleh sekolah.
Peneliti : Apa saja program sekolah untuk mendukung kebijakan
tersebut?
Ibu DA : Program sekolah untuk mendukung kebijakan mutu yang pertama
yaitu pelaksanaan muatan lokal dengan adanya pelajaran bahasa
jawa kemudian seni batik. Sedangkan program sekolah yang lain
itu yaitu mengadakan eksrakurikuler yang dapat meningkatkan
prestasi siswa contohnya pramuka, TPA dalam bidang keagamaan
kemudian dibidang seni ada karawitan, tari, juga musik. Sekolah ini
atau SD Negeri Suryodiningratan 3 juga mengadakan
Suryodiningratan 3 Mencari Bakat, kegiatan ini untuk menjaring
bakat siswa-siswa kami. Kemudian sekolah ini juga mengikuti
berbagai lomba baik di bidang akademik maupun non akademik.
Karena dengan mengikuti lomba ini akan dapat dilihat prestasi dari
warga sekolah termasuk dari siswa, guru, maupun kepala
sekolahnya.
Peneliti : Bagaimana terbentuknya program tersebut?
Ibu DA : Untuk pramuka memang itu program dari dinas lalu setelah
sampai ke sekolah yang mengambil keputusan kepala sekolah,
dalam proses program ada guru dan karyawan, juga guru pembina
pramuka. Sedangkan program TPA yang menentukan kepala
sekolah, guru, komite serta guru TPA, kalau ekstra seperti
karawitan, tari biasanya kepala sekolah, guru, dan guru ekstra.
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Peneliti : Program sekolah ini apakah sudah ada dari pemerintah atau
inisiatif dari sekolah sendiri?
Ibu DA : Ada yang dari dinas karena kami harus tunduk atau taat dengan
adanya regulasi pemerintah tetapi kita juga memiliki inisiatif atau
program sendiri dan merupakan keunggulan sekolah, mungkin
sekolah lain tidak memiliki tapi sekolah kami mempuanyai untuk
meningkatkan mutu di sekolah ini.
Peneliti : Faktor pendukung dalam menentukan kebijakan mutu di
sekolah?
Ibu DA : Adanya komitmen yang tinggi dari warga sekolah. Kemusian
adanya dukungan dari komite sekolah dan paguyuban kelas karena
tanpa dukungan mereka nanti program sekolah tidak akan berjalan
dengan sempurna. Kemudian sumber daya manusia dari guru dan
karyawan juga ada yang mendukung contohnya untuk program
kesenian karawitan dan macapat beberapa guru dan karyawan itu
bisa menjadi narasumber dari kegiatan ini karena mereka mampu.
Kemudian ada alokasi dana dari APBS.
Peneliti : Apa saja kendala dalam mengusulkan program disekolah?
Ibu DA : Belum semua warga sekolah aktif 100%, lainya hanya mengikuti
dari pendapat dari temannya. Meskipun seperti itu, namun dalam
pelaksanaannya semuanya dapat terlibat, karena keaktifan warga
sekolah ditentukan juga oleh kemampuan untuk menganalisis
kebutuhan.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Responden : Ibu YN
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juni 2014
Peneliti : Apa mutu sekolah ini Bu?
Ibu YN : Kalau di SD Suryodiningratan ini selain memperhatikan
pendidikan dalam bidang akademik juga memperhatikan kemajuan
siswa di bidang lainnya apalagi di bidang seni budaya, jadi untuk
meningkatkan pengembangan minat siswa di bidang budaya.
Peneliti : Menurut ibu, apa yang dimaksud dengan kebijakan mutu?
Ibu YN : Kebijakan mutu menurut saya adalah upaya-upaya dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.”
Peneliti : Program-program apa saja untuk mendukung kebijakan
mutu di sekolah ini?
Ibu YN : Program kerja ini ada kegiatan karawitan kemudian mecapat,
geguritan, batik jadi masuk ke muatan lokal untuk batiknya. Jadi
selain itu pada event-event tertentu atau acara-acara baik itu acara
dinas atau acara yang diselenggarakan oleh lembaga lain itu kita
mengikuti misalnya kemarin hari senin kemarin kita mengisi acara
untuk dolanan anak di UNY seperti itu, kemudian hari minggu
sebelummnya ada lomba macapat di pendopo Kajenan Kotagede
dan kebetulan anak-anak mendapatkan kejuaraan.”
Peneliti : Berapa kali diadakan musyawarah Bu?
Ibu YN : Kalau untuk di sekolah kalau akan ada kegiatan atau ada suatu
program biasanya dimusyawarahkan untuk pembahasan program
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sekolah minimal sebulan sekali diadakan pertemuan. Apabila ada
kegiatan mendesak seperti lomba itu di segera dimusyawarahkan
segera dibentuk kegiatan agar mudah untuk pelaksanaan.
Peneliti : Biasaya siapa yang mengikuti musyawarah ini?
Ibu YN : Seluruh warga sekolah. Jadi yang ikut terlibat ada guru, kepala
sekolah tentu saja, kemudian ada karyawan, ada penjaga sekolah,
jadi semuanya ikut terlibat.
Peneliti : Apa bentuk dukungan Ibu dalam penentuan kebijakan mutu
sekolah?
Ibu YN : Setiap guru menginginkan peningkatan mutu pendidikan, untuk
saya sendiri dengan mengikuti beberapa diklat. Harapan saya untuk
dapat meningkatkan mutu di sekolah, selain itu juga bisa belajar
dari teman sejawat kita sering sharing masalah di kelas atau
mungkin masalah di pelajaran kita sharingkan ke teman yang lebih
senior atau yang lebih tahu. Selain itu juga mencari media yang
lain mungkin bisa buku atau media elektronik.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Responden : Bapak WR
Hari/Tanggal : Rabu, 04 Juni 2014
Peneliti : Keunggulan sekolah ini dari dulu sampai sekarang?
Bapak WR : Awal-awal saya masuk sini memang sekolah ini termasuk
sekolah favorit, ketika tahun 2010-2011 itu dulu kan SD ini terdiri
dari dua sekolah SD Suryodiningratan 3 dan SD Suryodiningratan
4 jadi terjadi penggabungan ketika tahun 2005 sampai dengan
2009-2010 itu kita variasi ya menduduki peringakat ke tiga ke
empat ke lima kemudian kembali lagi ke enam untuk se-Kota
Yogyakarta yang saat itu hampir 200 sekolah dan kalau puncaknya
tahun 2007-2008 itu bisa mencapai di kota mencapai peringkat dua
dan di DIY peringkat tujuh dan saat itu dari sekian ribu sekolah.
Nah, setelah tahun 2010-2011 ini dari peringkat 6 itu kita turun
karena ya perpaduan kedua sekolah jadi bisasanya kita mudah
mencapai peringkat, setelah digabung saat itu ya saya katakana
kurang seimbang, jadi ketika kita digabung pertama itu
peringkatnya menjadi 27 kemudian tahun kedua setelah regrouping
itu menjadi 41 tahun ketiga pasca regrouping peringkat 14, tahun
ke empat pada saat ini belum tahu tapi mudah-mudahan jangan
terlalu jauh mudah-mudahan masih di bawah 31 yang saya kira
memang sangat sulit.”
Peneliti : Apa yang Bapak ketahui mengenai kebijakan mutu sekolah?
Bapak WR : Kebijakan mutu sekolah yaitu terkait dengan visi dan misi di
sekolah.”
Peneliti : Program yang mutu di sekolah ini pak?
Bapak WR : Mutu tidak hanya dari bidang akademiknya saja, namun ada
agama yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Sesudah ada
kebijakan regrouping guru dari SD Suryo 3 dalam bidang akademik
memang sudah sulit untuk meraih prestasi seperti dulu. Kemudian
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guru-guru mengambil terobosan-terobosan baru dalam bidang seni
budaya yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Sudah 4
tahun berjalan ini kita berkait dengan seni budaya dan mendukung
juga Perda No. 5 tahun 2011. Seni budaya ini misalnya seni
macapat, seni geguritan, seni panembromo, karawitan, seni tari dan
kolaborasi diantara seni tersebut. Ketika sebelum ada Perda No. 5
tahun 2011 sebenarnya kita sudah menuju kesana.
Peneliti : Mutu akademik seperti apa pak?
Bapak WR : Mutu dalam bidang akademik yang sudah baku yang terdiri dari
berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum yang berlaku
saat ini. Non akademik ya tentunya diluar kurikulum tetapi ini
mendukung terciptanya manusia yang berkarakter Indonesia
dengan demikian maka perlu dioptimalkan yang non akademik.
Peneliti : Apa benar pengambilan keputusan sekolah ini ada top down
dan bottom up?
Bapak WR : Memang disekolah ini terdapat kebijakan top down yang dari
pemerintah atau dinas kemudian ada juga program sekolah atas
dasar usulan dari guru, komite, dan paguyuban kelas yang disebut
dengan bottom up.
Bagaimana pengambilan keputusan untuk program dari bawah Pak?
Memang program yang dari bawah itu banyak diusulkan dari
guru, komite dan paguyuban kelas. Misalnya apel pagi dan tata
tertib sekolah itu yang mengambil keputusan guru namun
didukung oleh peguyuban kelas dan paguyuban kelas. Ada juga
program kegiatan khusus sekolah seperti karnaval dan
ulangtahun sekolah yang mengambil keputusan guru dengan
dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah.”
Peneliti : Berapa kali pertemuan diadakan?
Bapak WR : Tidak seperti dulu saat masih ada BP3 sebelum sekolah gratis itu
memang pertemuannya agak banyak jadi setelah model saat ini
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pertemuannya hanya dikala saat ada event misalnya ada hari jadi
sekolah ini kita guru-guru mengadakan terlebih dahulu kemudian
kita lapor ke komite sekolah dan pada saat final kita mengundang
masyarakat sekitar kemudian masyarakat, orangtua siswa, RT/RW,
pihak kelurahan, kecamatan, dari puskesmas dan juga dari Dinas
pendidikan dan Dinas Kebudayaan juga.
Peneliti : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
penentuan kebijakan mutu di sekola ini?
Bapak WR : Ada beberapa guru di sekolah ini yang memiliki kompeten dalam
bidang, misalnya pak Yuwono itu basicnya tari yang dulunya
memang guru di Natialaksita itu punyanya Pak Didik. Kemudian
ada guru karawitan yang memang basicnya dari ISI dan satu guru
lagi Bu Erni Sri Winarsih yang dulunya memang perias tari. Selain
itu pendukungnya yaitu kita peduli dengan program di sekolah
kalau penghambatnya masalah dana dan guru sering mengeluarkan
uang dari kantongnya sendiri.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Responden : Bapak YW
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juni 2014
Peneliti : Kalau kebijakan mutu?
Bapak YW : Kebijakan mutu itu sesuatu yang harus dicari. Sekolah kita kan
selain akademiknya harus bagus juga disamping itu juga
akhlaqnya, budayanya terutama karakter budayanya. Jadi selain
akademiknya juga harus diimbangi dengan itu. Kalau untuk
akademiknya mungkin anak itu pinter tapi kalau tidak diberi
karakter budaya dan akhaqnya kalau gak diberikan ke siswa kan
percuma. Jadi sekolah kita itu selain akademiknya harus bagus juga
akhlaqnya terus budayanya.
Peneliti : Kalau mutu akademik seperti apa pak?
Bapak YW : Mutu akademik ini lebih menekankan pada pengetahuan
sedangkan non akademik lebih mengarah ke sikap dan ketrampilan.
Peneliti : Siapa yang mencetuskan sehingga sekolah ini lebih
mengambil keunggulan budaya pak?
Bapak YW : Kalau saya memang orang baru disini, ada beberapa guru senior
yang mempunyai keahlian khusus di bidang budaya dan saya
kebetulan juga berlatarbelakang dari budaya jadi kebetulan pak
Warto memiliki gagasan dan ada pendukung-pendukungnya lalu
bagaimana kalau sekolah ini kita arahkan kesana jadi sekolah yang
berkarakter budaya tidak hanya akademiknya saja. Memang kalau
akademiknya dari Suryo 3 yang dulu-dulu memang sudah bagus di
Kota Yogyakarta ya keliatanlah, tapi setelah diregrouping sekolah
ini ada kebijakan dari pemerintah seperti itu misalnya perekrutan
siswa baru yang hanya mewajibkan usia sekian bukan yang lainnya
kemudian Pak Warto memiliki kebijakan seperti itu.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Hari/Tanggal : Senin, 09 Juni 2014
Narasumber : Ibu PN
Peneliti : Apa yang Ibu ketahui mengenai kebijakan mutu sekolah?
Ibu PN : Kebijakan mutu pendidikan merupakan suatu kebijakan atau
langkah atau keputusan yang diambil untuk meningkatkan mutu.
Peneliti : Program sekolah untuk mencapai sekolah bermutu?
Ibu PN : Biasanya kita ada tambahan jam, ekstrakurikuler, meningkatkan
SDM dengan cara diklat-diklat lalu kita imbaskan kepada anak-
anak kita.
Peneliti : Bagaimana proses pengambilan keputusan program di
sekolah ini Bu?
Ibu PN : Tentu saja kita rapatkan terlebih dahulu, terutama setelah kepala
sekolah rapat dari dinas kemudian sekolah merapatkan.
Peneliti : Sebagai pengajar, apa dukungan Ibu dalam penentuan
kebijakan mutu sekolah?
Ibu PN : Mendukung visi misi sekolah, disiplin dengan hadir tepat waktu,
serta mendidik anak dengan ikhlas sesuai dengan tujuan kurikulum
kita.
Peneliti : Siapa yang mengambil keputusan dalam menentukan
program non akademik seperti apel pagi dan kegiatan
ulangtahun sekolah Bu?
Ibu PN : Program apel pagi itu yang menentukan programnya yaitu guru
yang didukung oleh paguyuban kelas juga kepala sekolah, selain itu
program tata tertib sekolah juga melibatkan warga sekolah namun
yang memutuskan tetap ada kepala sekolah, guru, dan paguyuban
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kelas. Sedangkan program khusus ulangtahun sekolah sama seperti
program apel pagi dan tata tertib dengan melibatkan guru dan
kepala sekolah namun untuk program ini pengambilan keputusan
ditambah dengan komite sekolah.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Hari/Tanggal : 9 Juni 2014
Narasumber : Bapak Nahar
Peneliti : Program-program apa saja untuk mendukung kebijakan
tersebut?
Bapk NH : Kalau untuk keagamaan pertama kali kita disamping belajar
dirumah juga TPA diadakan di sekolah dan setiap pagi sebelum
masuk sekitar jam 06.00 kita dikumpulkan terutama peserta qiro’ah
lalu bareng-bareng belajar.
Peneliti : Siapa saja yang berperan dalam menentukan program TPA
pak?
Bapak NH : Yang ikut terlibat dalam program TPA yaitu warga sekolah.
Kalau yang memutuskan untuk mengambil program ini terutama
guru agama kemudian didukung oleh kepala sekolah dan guru
kelas. Kalau IT yang memutuskan program di sekolah yaitu kepala
sekolah namun tetap meminta pendapat dari operator sekolah.
Peneliti : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
penentuan kebijakan di sekolah?
Bapak NH : Faktor pendukungnya yaitu adanya Lab. ICT EQEP yang baru
diresmikan KOMINFO lewat Dinas DIY. Selain itu, koneksi
internet 2MB yang sangat bermanfaat untuk server kemdikbud.
Faktor penghambatnya yaitu pengetahuan tentang IT guru karena
sebagian besar guru belum bisa menggunakan komputer,
keterbatasan anggaran dari pemerintah, juga kerjasama antar admin
masih perlu ditingkatkan.
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WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI
Hari/Tanggal : 27 Mei 2014
Narasumber : Bapak EH dan Ibu NN (orangtua siswa)
Peneliti : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam
penentuan kebijakan di sekolah?
Bapak EH : Pendukungnya yaitu adanya dukungan dari seluruh anggota rapat
tentang program di sekolah, sedangkan penghambatnya yaitu ada
yang tidak mendukung.
Ibu NN : Fasilitas, biaya, dan walaupun ada BOS tapi penggunaannya
sudah ada ketentuan. Kalau faktor pendukungnya yaitu adanya
kerjasama yang baik antara komite, guru, dan kepala sekolah.
Peneliti : Bagaimana bentuk dukungan bapak dalam menentukan
kebijakan mutu di sekolah?
Bapak EH : Setiap ada rapat hadir, ikut serta dalam program sekolah, dan
setiap ada acara pasti datang.
Peneliti : Program-program apa saja untuk mendukung mutu sekolah
ini Bu?
Ibu NN : Prestasi akademiknya bagus, ekstranya juga bagus, ada karawitan
misalnya.
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Lampiran 6. Dokumen Foto
SD Negeri Suryodiningratan 3 tampak
depan.
Tempat penjaga keamanan.
SD Negeri Suryodiningratan 3 tampak
dari halaman sekolah.
Wawancara dengan Ibu YN.
Kegiatan apel pagi. Apel pagi.
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Rapat Komite Sekolah. Program TPA.
Gambar wayang di ruang kelas. Ekstrakurikuler tari.
Ekstrakurikuler karawitan. Suasana di dalam kelas.
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Pramuka. Kegiatan siswa di jam istirahat.
Budaya malu. Meminjam buku di perpustakaan
keliling.
Membaca buku di jam istirahat. Slogan dalam bahasa jawa dan hasil
karya siswa.
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Slogan dalam bahasa jawa. Kotak pengaduan dana BOS
Tempat parkir guru dan karyawan. Parkir sepeda siswa.
Halaman SD Ngeri Suryodiningratan
3.
Tempat kegiatan ekstrakurikuler
karawitan dan seni tari.
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Piala yang tertata rapi di ruang kepala
sekolah.
Kode Etik bagi guru dan karyawan.
Membatik. Senyum, Sapa, Salam.
Peserta Lomba Qiro’ah.
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Lampiran 7. Dokumen Kurikulum
KURIKULUM













Dalam Undang- Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan
nasional dan pasal 35 tentang standar nasional pendidikan yang
dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005
mengamanatkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah disusun oleh satuan pendidikan
dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar kelulusan, serta
berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan ( BNSP ) agar mampu memacu hasil pendidikan nasional
dapat bersaing dengan negara-negara maju.
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan , isi, dan bahan pembelajaran . Kurikulum juga
mengatur cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.Tujuan tesebut
meliputi tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan kekhasan,
kondisi, potensi, satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian
program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Pengembangan Kurikulum ini mengacu pada Peraturan
Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar
Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
, tenaga kependidikan, sarana prasarana , pengelolaan, pembiayaan dan
penilaian. Standar isi (SI) dan Standar kompetensi lulusan ( SKL )
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merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam
mengembangkan kurikulum.
Tujuan penyusunan Kurikulum SD Negeri Suryodiningratan 3
untuk digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di
SD Negeri Suryodiningratan 3 yang telah disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi siswa.
Kurikulum dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum yaitu:
 Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan
siswa.
 Beragam dan terpadu.
 Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni.
 Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
 Menyeluruh dan berkesinambungan.
 Belajar sepanjang hayat.
 Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan
pendidikan. Kurikulum SD Negeri Suryodiningratan 3 terdiri atas tujuan
pendidikan tingkat satuan pendidikan, stuktur dan muatan kurikulum
tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi
dasar materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator
pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu dan
sumber pembelajaran.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan
pembelajaran harian yang mencakup hari dan pelaksanaan ,tujuan
Pembelajaran,materi mata pelajaran, metode , kegiatan Pembelajaran ,
sumber belajar, sarana dan penilaian.hasil belajar
2. Dasar Hukum
Dasar hukum pembuatan Kurikulum SD Negeri
Suryodiningratan 3 adalah :
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
 Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan
 Permendiknas Nomor 22, 23 danTahun 2006 Tentang Standar Isi,
Standar Kompetensi Lulusan.
 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tentang Standar
Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
 Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006
Tentang standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan pendidikan
Dasar dan Menengah
 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta nomor
188/395 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender
pendidikan Satuan Pendidikan di Kota yogyakarta tahun Pelajaran
2013/2014.
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 Hasil Rapat Dewan Guru dan Komite Sekolah tanggal 13 Juli 2013
di SDN suryodiningratan 3 Yogyakarta.
B. Visi
TERWUJUDNYA PRANATA SOSIAL YANG KUAT UNTUK
MENJADI MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERAKHLAQ MULIA,
CERDAS, TERAMPIL, SERTA UNGGUL DALAM PRESTASI.
C. Indikator
 Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, indah sehingga tercipta iklim
belajar yang kondusif.
 Kehidupan sekolah yang berdasarkan pada ajaran agama yang dianut
masing-masing siswa.
 Proses belajar mengajar dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching
and Learning).
 Semangat membaca siswa untuk menambah wawasan pengetahuan.
 Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan
pengajaran.
 Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa.
D. Misi
 Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, indah sehingga
tercipta iklim belajar yang kondusif.
 Menumbuhkembangkan kehidupan sekolah yang berdasarkan pada
ajaran agama yang dianut masing-masing siswa.
 Melakukan proses belajar mengajar dengan pendekatan CTL
(Contextual Teaching and Learning).
 Menumbuhkan semangat membaca siswa untuk menambah wawasan
pengetahuan.
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 Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
kegiatan pengajaran.
 Melaksanakan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan potensi
siswa.
E. Tujuan Sekolah
Sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan, SD
Suryodiningratan 3 mempunyai tujuan :
 Menjadi sekolah dasar unggulan dan pilihan masyarakat untuk
membentuk generasi pelajar yang berkualitas, cerdas dan bertaqwa
kepada Tuhan YME.
 Menjadi sekolah yang berstandar Nasional dengan sarana prasarana
yang memadai dan sistem pendidikan yang berstandar.
 Menghasilkan lulusan yang intelektual dan agamis serta dapat
melanjutkan ke jenjang SMP favorit.
 Menjadikan lingkungan sekolah yang berkualitas dan nyaman sehingga
berdampak positif terhadap kehidupan sekolah dan masyarakat.
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BAB II
STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM
A. Stuktur Kurikulum Satuan Pendidikan
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran
yang harus ditempuh oleh siswa pada SD Negeri Suryodiningratan 3 dalam
kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum SD Negeri Suryodiningratan 3
Yogyakarta meliputi substansi pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan
selama enam tahun mulai kelas satu sampai kelas enam.
Muatan Kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan
dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan
pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan
pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan menegaskan bahwa kedalaman muatan kurikulum
pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap
tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi
dasar
Dalam Undang- Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional
dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Struktur dan
muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah meliputi lima kelompok mata pelajaran
sebagai berikut:
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 Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak mulia.
 Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.
 Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 Kelompok mata pelajaran Estetika.
 Kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olah raga dan
Kesehatan.
Adapun cakupan setiap kelompok mata pelajaran pada SDN
Suryodiningratan 3 disajikan pada Tabel 1 berikut:





Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika,




Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta didik akan status,
hak, dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.
Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan
kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara,
penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan
hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung
jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan
membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
Kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi pada SD N
Suryodiningratan 3 dimaksudkan untuk mengenal,
menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan
berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif
dan mandiri.
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Estetika Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan
untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan
mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi
keindahan dan harmoni. Kemampuan
mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan
serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi,
baik dalam kehidupan individual sehingga mampu
menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam
kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu




Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan
kesehatan pada SD N Suryodiningratan 3
dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik
serta menanamkan sportivitas dan kesadaran
hidup sehat.
Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap,
dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual
ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan
seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas,
kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah,
muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk
mewabah.
Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pula bahwa:
 Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia pada SD Negeri
Suryodiningratan 3 dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan
agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi,
estetika, jasmani, olah raga dan kesehatan.
 Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian pada SD
Negeri Suryodiningratan 3 dilaksanakan melalui muatan dan atau
kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan
budaya, dan pendidikan jasmani.
 Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada SD
Negeri Suryodiningratan 3 dilaksanakan melalui muatan dan / atau
kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu
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pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang
relevan.
 Kelompok mata pelajaran Estetika pada SD Negeri Suryodiningratan 3
dilaksanakan melalui muatan dan / atau kegiatan bahasa, seni dan
budaya, keterampilan, dan muatan lokal (Mulok) yang relevan.
 Kelompok mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan
Kesehatan pada SD Negeri Suryodiningratan 3 dilaksanakan melalui
muatan kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan.
1. Mata Pelajaran dan Muatan Lokal Sesuai Dengan Standar Isi
1.1 Pendidikan Agama Islam
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam dapat dilihat pada lampiran Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam adalah:
 Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian,
pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan,
pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik
tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang
terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah
SWT;
 Mewujudkan manuasia Indonesia yang taat beragama dan
berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin
beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin,
bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara
personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama
dalam komunitas sekolah.
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1.2 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat pada lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah:
 Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
isu kewarganegaraan.
 Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
 Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk
diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar
dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
 Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
1.3 Bahasa Indonesia
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Bahasa Indonesia dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
Adapun tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia:
 Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika
yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis;
 Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara;
 Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan
tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;
 Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan
kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan
117
sosial;
 Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk
memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa;
 Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai
khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.
1.4 Matematika
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Matematika dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
Adapun tujuan mata pelajaran Matematika adalah:
 Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma,
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan
masalah;
 Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi,
menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika;
 Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh;
 Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram,
atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah;
 Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan
minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan
percaya diri dalam pemecahan masalah.
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1.5 Ilmu Pengetahuan Alam
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
IPA dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional RII NO.22 Tahun 2006
Adapun tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
adalah :
 Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang
Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan
keteraturan alam ciptaan-Nya;
 Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-
konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari;
 Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan
kesadaran tentang adanya hubungan yang saling
mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan
masyarakat;
 Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki
alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan;
 Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam
memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam;
 Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan;
 Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan
IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke
SMP/MTs.
1.6 Ilmu Pengetahuan Sosial
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS
dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
Adapun tujuan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial adalah:
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 Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya;
 Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,
rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan
keterampilan dalam kehidupan sosial;
 Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial
dan kemanusiaan;
 Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat
lokal, nasional, dan global.
1.7 Seni Budaya dan Keterampilan (SBK)
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Seni Budaya dan Ketrampilan dapat dilihat pada lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006.
Adapun mata pelajaran yang tecakup dalam Seni Budaya dan
Keterampilan adalah Seni Rupa, Keterampilan dan Seni Musik.
Adapun tujuan mata pelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan adalah:
 Memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan
keterampilan;
 Menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan
keterampilan;
 Menampilkan kreativitas melalui seni budaya dan
keterampilan;
 Menampilkan peran serta dalam seni budaya dan
keterampilan dalam tingkat lokal, regional, maupun global.
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1.8 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehata dapat dilihat pada
lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006.
Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan adalah:
 Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya
pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta
pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan
olahraga yang terpilih;
 Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis
yang lebih baik;
 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar;
 Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui
internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan
jasmani, olahraga dan kesehatan;
 Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin,
bertanggungjawab, kerjasama, percaya diri dan demokratis;
 Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan
diri sendiri, orang lain dan lingkungan;
 Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di
lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai
pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan
kebugaran, terampil, serta memiliki sikap yang positif.
1.9 Muatan Lokal
1.9.1 Bahasa Sastra dan Budaya Jawa
Adapun tujuan Muatan Lokal Bahasa sastra dan Budaya
jawa adalah :
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 Mengembangkan kemampuan dan keterampilan
berkomunikasi siswa dengan menggunakan bahasa
Jawa;
 Meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap
karya sastra Jawa;
 Memupuk tanggungjawab untuk melestarikan hasil
kreasi budaya Jawa sebagai salah satu unsur
kebudayaan nasional
1.9.2 Seni Batik
Adapun tujuan Muatan Lokal Seni Batik adalah :
 Mengembangkan kemampuan dan keterampilan
membatik siswa sebagai upaya melestarikan budaya
Yogyakarta;
 Meningkatkan kepekaan dan penghayatan terhadap
karya seni batik Yogyakarta;
 Memupuk tanggungjawab untuk melestarikan hasil
kreasi seni batik sebagai salah satu unsur
kebudayaan nasional.
2. Pengaturan Alokasi Waktu Per Mata Pelajaran
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengaturan waktu
Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD Negeri




1 2 3 4 5 6
A. Kelas
11 4 4 4 4 4 4
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
3. Bahasa Indonesia 6 6 6 5 5 5
4. Matematika 6 6 6 6 6 6
5. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 3 4 4 4
6 Ilmu Pengetahuan Sosial 2 2 2 3 3 3
7. Seni Budaya dan Keterampilan 2 2 2 4 4 4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga
dan Kesehatan 2 2 3 4 4 4
B. Muatan Lokal *)
a. BSB. Bahasa Jawa 2 2 2 2 2 2
b. Seni Batik 2 2 2 2 2 2
C. PENGEMBANGAN DIRI
a. Pramuka - - - - - -
b. Karawitan dan Macapat - - - - - -
c. TPA dan Qiroah - - - - - -
d. Vocal/Paduan Suara - - - - - -
e. Seni Tari - - - - - -
*) Ekuivalen 2 Jam Pembelajaran
Keterangan :
1. 1 (satu) jam pelajaran alokasi waktu 35 menit.
2. Kelas 1, 2, dan 3 pendekatan Tematik
3. Kelas 4, 5, dan 6 pendekatan Mata Pelajaran
4. Jumlah pembelajaran efektif selama satu tahun pelajaran Kelas I-VI
adalah 44 minggu dengan total waktu 30 – 36 jam per minggu.
5. Sekolah memasukkan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal
dan global, yang merupakan bagian dari mata pelajaran yang
diunggulkan.
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6. Mengenai pembelajaran tematis, sekolah menentukan alokasi
waktu permata pelajaran sedangkan dalam kegiatan pembelajaran
menggunakan pendekatan tematis.
3. Pengaturan Beban Belajar
Beban belajar yang digunakan adalah sistem paket sebagaimana tertera














1 35 30 44 1320
2 35 31 44 1364
3 35 32 44 1408
4 35 36 44 1584
5 35 36 44 1584
6 35 36 44 1584
4. Kriteria Ketuntasan Belajar (KKM)
 KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
 KKM ditetapkan oleh forum KKG sekolah
 Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan
rentang 0-100
 Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100
 Kriteria ditetapkan untuk masing-masing indikator, idealnya
berkisar 75%
 Sekolah dapat menetapkan KKM dibahawa kriteria ideal
 Nilai KKM dapat dicantumkan dalam LHBS sesuai model yang
dipilih sekolah
 Kriteria penetapan KKM meliputi : kompleksitas indikator
(kesulitan & kerumitan), daya dukung (sarana/prasarana,
kemampuan guru, lingkungan, dan biaya), intake siswa (masukan
kemampuan siswa)
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Lampiran 9. Surat Akreditasi Sekolah
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Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian
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